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ANDI SYAMSURIZAL NURHADI (B 111 08 005), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan 
Wewenang Dalam Jabatan” (Studi Kasus Putusan No: 
33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS). Dibimbing oleh Bapak Prof.Dr.Slamet 
Sampurno,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti 
M,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan 
wewenang dalam jabatan dan pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan  putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam perkara Putusan No: 
33/PID.PUS.KOR/2011/PT.MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bulukumba dan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat. Untuk mencapai tujuan 
tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan  data berupa 
peneltian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 
langsung terhadap nara sumber pada instansi tersebut. 
Sumber hukum primer diperoleh dengan Perundang – Undangan 
dan Putusan Pengadilan, dan juga bersumber dari hasil wawancara 
dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji 
dalam penulisan skripsi. Sumber hukum sekunder bersumber dari dari 
buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum, bahan – bahan laporan dan 
dokumen yang telah ada. 
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah penerapan 
hukum oleh pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar 
terhadap Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam 
jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS 
telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan alternatif 
yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada 
pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Bulukumba, hakim 



















Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 
segala berkah dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 
skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu 
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap 
kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi secara maksimal. 
Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik 
dalam bentuk sumber hukum, data, saran, kritikan, semangat dan juga 
doa. Sehingga melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda 
tercinta Drs.Nurhadi Burhan, dan Ibunda tercinta Andi Hasmirah 
Hasyim,S.Pd. yang senantiasa mendoakan segala kebaikan untuk 
penulis, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan 
kasih sayang. Kepada kedua saudara penulis, Kakanda tersayang Andi 
Awal Nurhadi,S.Ip yang senantiasa menjadi pemacu semangat, dan juga 
menjadi contoh yang baik untuk penulis, Adinda tersayang Andi Ilham 
Nurhadi, yang senantiasa menjadi semangat bagi penulis untuk meraih 
sukses, dan Pompo Alm. Andi Massarasa’ dan Pommpo Alm. Andi 
Abu Hasyim yang senantiasa menjadi panutan untuk menjaga harga diri. 
Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima 
kasih yang sedalam – dalamnya kepada : 
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1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi, Sp.B, SP.BO selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta seganap jajaran pejabat 
struktural di Rektorat Universitas Hasanuddin; 
2. Bapak Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.Si.,D.F.M. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
3. Bapak Prof.Dr.Abrar Saleng,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr.Anshori 
Ilyas,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, dan Bapak Romi Librayanto,S.H.,M.H. 
selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
4. Bapak Prof Dr. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, beserta 
para Dosen di Bagian Hukum Pidana; 
5. Bapak Prof.Dr.Slamet Sampurno,S.H.,M.H. selaku Pembimbing 
I, dan Ibu Hijrah Adhyanti,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, 
terima kasih atas segala bimbingannya selama ini memberikan 
saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi; 
6. Bapak H.M.Imran Arief,S.H.,M.H., Bapak Dr.Syamsuddin 
Muchtar,S.H.,M.H., dan Ibu Dara Indrawati selaku penguji, 
terima kasih atas segala masukan yang diberikan kepada 
penulis demi perbaikan skripsi; 
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin; 
8. Bapak Dr.Hamzah Halim,S.H.,M.H., Kakanda Dr.Muhammad 
Hasrul,S.H.,M.H., Bapak Ismail Alrip,S.H.,M.H., dan Kakanda 
Adnan Purichta Ichsan YL,S.H. sebagai Dewan Pembina 
Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) 
yang juga banyak memberikan masukan dan semangat kepada 
penulis; 
9. Kakanda Rudianto Lallo,S.H., Kakanda Rais Marnam Rahman, 
Kakanda Muhammad Arsyad,S.H., Kakanda Eko Sapta 
Putra,S.H., Kakanda Arie Andyka,S.H., Kakanda Muhammad 
Takdir,S.H., dan seluruh Pengurus Senior Gerakan Radikal Anti 
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Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) tanpa terkecuali, 
yang juga menjadi panutan untuk menjaga semangat 
perjuangan dan idealisme penulis untuk terus memerangi 
praktik tindak pidana korupsi; 
10. Jajaran Pengurus dan Anggota Gerakan Radikal Anti Tindak 
Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) tanpa terkecuali, telah 
bekerjasama dan memberikan suasana dinamika organisasi 
yang tidak pernah penulis temukan sebelumnya; 
11. Seluruh saudara (i) Angkatan NOTARIS 2008 Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, atas segala kebersamaan yang penulis 
lalui selama kurang lebih lima tahun, semoga sukses selalu 
mengiringi langkah kita semua. 
 
Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik 
moril dan materi, kritikan dan saran, serta doa, yang penulis tidak 
sebutkan dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan 
kita semua. 
Akhir kata, penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa yang 
tentunya memilik kelemahan dan kekurangan, tidak menutup 
kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam skripsi 
ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun 
senantiasa penulis harapkan demi kepentingan perbaikan penulisan di 
masa yang akan datang. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah 
Korupsi, yang dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, 
sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan 
lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, 
sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye 
untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus 
korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level 
menteri. Melihat kenyataan ini, sangat ironis dengan cita-cita reformasi 
yang didengungkan oleh rakyat Indonesia pada saat tumbangnya Rezim 
Orde Baru. Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara 
terkorup di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data 
Paoltical Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan 
pertama sebagai Negara terkorup di Asia. 
Dalam kajian politik, korupsi mengikuti dalil Lord acton dianggap 
sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya  power reds to corrupt, 
absolut power corrupts absolutely. Dari sudut pandang ini, korupsi di 
Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau atau warisan kekuasaan 
masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu 
pada masa kini. Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik 
2 
(political decay) sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk. 
Pembusukan terjadi dimulai dari berbagai proses distortif antara lain 
ditandai dengan penyebaran politikus busuk ( rotten politician ) baik dari 
lembaga paling bawah sampai dengan lembaga tinggi negara. Karena 
sistem politik kita dan berbagai perangkatnya dari mulai UU, partai politik, 
sampai dengan moralitas orang yang menjalankan yang lebih baik untuk 
melakuakan rekrutmen. 
Kejahatan maha haram ini adalah kejahatan luar biasa (extra 
ordinary crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes againts humanity) 
sehingga untuk itu tidak ada toleransi. Untuk segala sesuatu yang haram, 
tidak ada pemakluman dan menghdapinya tidak ada boleh sikap abu- abu. 
Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai 
bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata  hitam-putih tanpa 
toleransi.  
Sumber segala bencana kejahatan, the roof of all evils. Koruptor 
bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan teroris. Uang triliunan rupiah 
yang dijarah seorang koruptor, misalnya adalah biaya hidup mati puluhan 
juta penduduk miskin Indonesia. Dalam konteks itulah, koruptor adalah the 
real terrorist. Adalah mimpi di siang bolong untuk memberantas 
kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mempertinggi mutu 
pendidikan, dan lain-lain, bila masih korupsi masih dibiarkan menari-nari 
didepan mata. 
Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan 
masyarakat di dunia.  Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di 
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Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi sepertinya sudah 
menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas 
sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai 
institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya hampir semua 
pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan 
bahwa tindakan ini merugikan Negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami 
penurunan.  Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan 
aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan 
tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi 
terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah 
satunya seperti kekuasaan, yang dikenal sebagai abuse of power atau 
penyalahgunaan kekuasaan. 
Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap 
lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah 
kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa 
sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai 
bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan 
menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. 
Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan 
masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman 
mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang 
ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah popular di Indonesia. 
Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat 
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pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak 
hukum sampai pejabat Negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka 
apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bias dikategorikan sebagai 
tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat 
menjawab secara benar tentang bentuk / jenis korupsi sebagaimana 
dimaksud oleh undang-undang. 
Penyakit yang memang memiliki trend yang meningkat. Bahkan 
gejalanya, bukan hanya  terjadi indonesia melainkan juga di seluruh dunia. 
Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini tentu 
merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari 
semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya 
atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari 
sudut mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak 
pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi. 
Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi 
di daerah – daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi. Salah satu 
permasalahan korupsi adalah kasus korupsi di daerah Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Selatan yang melibatkan mantan juru bayar 
PT.POS Kabupaten Bulukumba yaitu Bapak H.Abd.Razak,S.Pd. yang 
mengkorupsi dana pensiunan sehingga menimbulkan kerugian negara 
sebesar Rp. 353.572.000,- . Penanganan kasus tersebut di Pengadilan 
Negeri Bulukumba hingga ke Pengadilan Tinggi Makassar. 
Untuk itu Penulis memilih judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.” 
5 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang 
dalam jabatan pada Perkara Putusan Nomor: 
33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara 
Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang 
dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 
33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS. 
2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara 




D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti 
lebih lanjut tentang masalah ini. 
2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini. 
3) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai 
masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian 















A. Pengertian Tindak Pidana 
 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara 
yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis 
normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam 
peraturan pidana. 
 Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu 
perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak 
pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek 
van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia 
Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud 
dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada 
keseragaaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. 
Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan 
strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang 
Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang 
dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. 
 Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan 
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beberapa ahli hukum berikut ini : 
Menurut POMPE (P.A.F. Lamintang,1997:182) perkataan strafbaar 
feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de benhartigining van het algemeen welzijn” 
 
Akan tetapi, SIMONS (P.A.F. Lamintang , 1997:185) telah 
merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu : 
“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – 
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum”. 
 
Alasan dari SIMONS (P.A.F. Lamintang, 1997:185) merumuskan 
seperti uraian di atas adalah karena : 
a) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
oleh undang – undang, di mana pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum; 
b) agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang – undang, dan 
c) setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu “onrechmatige handeling”. 
 
Van Hammel (Moeljatno, 2008:61) merumuskan sebagai berikut : 
“straafbar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”. 
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van HATTUM (P.A.F. Lamintang, 1997:184), mengemukakan 
bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah 
melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti 
voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga 
mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan 
strafbaar feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang – undang 
Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu :  
“tindakan, yang karena telah melakukan  tindakan semacam itu 
membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit 
terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”. 
 
Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari 
kata dasar elips di dalam bahasa Belanda yang menurut Van de 
WOESTIJNE (P.A.F. Lamintang, 1997:184) mempunyai pengertian  
sebagai : 
“perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang 
dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang 
setepat – tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, 
dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt 
geacht.” 
 
Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – 
undangan (Moeljatno, 2008:60), meskipun kata “tindak” lebih pendek 
daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak 
seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, 
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 
adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik atau sikap jasmani 
seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan 
bertindak dan belakanagan juga sering dipakai “ditindak”. 
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Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan 
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan 
dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak 
pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan 
menjadi dua macam unsur (P.A.F.Lamintang, 1997:193), yaitu unsur – 
unsur subjektif dan unsur – unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur 
– unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur 
subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah : 
a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
b) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c) macam – macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain – lain; 
d) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 
e) perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Sedang yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur 
– unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di 
dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana itu 
adalah: 
a) sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
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b) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP; 
c) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut. 
 
Perlu kita ingat bahwa unsur weederrechtelijk itu harus dianggap 
sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur 
tersebut oleh pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas 
sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. 
 
B. Tindak Pidana Korupsi 
1. Defenisi Tindak Pidana Korupsi 
Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, 
corruptio. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu corrumpere yang 
artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. 
Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan (M.D.J.Al Barry, 
1996:208) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan 
jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. 
Dalam Ensiklopedia Indonesia (Evi Hartanti, 2007:8) disebut 
“Korupsi” (dari bahasa Latin: corruptio = penyuapan; corruptore = 
merusak) gejala dimana para pejabat, badan – badan negara 
meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan 
serta ketidakberesan lainnya. 
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers (Evi 
Hartanti, 2007:9), menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, 
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yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan 
manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan 
umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain 
berbunyi: 
“financial manipulations and deliction injurious to the economy are 
often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai 
keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan 
perbuatan korupsi)” 
 
Selanjutnya ia menjelaskan: 
“the term is often applied also to misjudgements by officials in the 
public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap 




“disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, 
favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices 
the public and welfare, with or without the implied payment of 
money, is ususally considered corrupt (pembayaran terselubung 
dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, 
pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan 
sosial, atau hubungan apa saja yanf merugikan kepentingan dan 
kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, 
biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)” 
 
Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan 
political corruption (korupsi politik) adalah: 
“electoral corruption includes purchase of vote with money, 
promises of office or special favors, coercion, intimidation, and 
interference with administrative of judicial decision, or governmental 
appointment (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh 
suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau 
hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap 
kebebasan memilih. Korupso dalam jabatan melibatkan penjualan 




Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law 
Dictionary (Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011:10): 
“Corruption an act done with an intent to give some advantage 
inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of 
an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses 
his station or character to procure some benefit for himself or for 
another person, contrary to duty and the right of others” yang 
artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud 
untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan 
dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu 
perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang 
yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan 
memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran 
lainnya”. 
 
Menurut Transparency International, korupsi merupakan: 
“korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau 
pegawai negeri, yang secara  tidak wajar dan tidak legal 
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan 
dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang 
dipercayakan kepada mereka”. 
 
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi 
Menurut buku KPK (KPK, 2006:19), tindak pidana korupsi 
dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai 
berikut : 
a. Perbuatan yang Merugikan Negara 
Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 
bagian yaitu : 
1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan 
merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam 
Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
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Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) : 
(1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling 
sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
(2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di 
maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 
pidana mati dapat dijatuhkan.” 
2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan 
merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir 
sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, 
bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan 
wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena 
jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam 
Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ; 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah).” 
 
b. Suap – Menyuap 
Suap – menyuap  yaitu suatu tindakan pemberian uang atau 
menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan 
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dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena 
jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap 
hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU 
PTPK : 
a. Pasal 5 ayat  (1) UU PTPK; 
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK; 
c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK; 
d. Pasal 13 UU PTPK; 
e. Pasal 12 huruf a PTPK; 
f. Pasal 12 huruf b UU PTPK; 
g. Pasal 11 UU PTPK; 
h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK; 
i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK; 
j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK; 
k. Pasal 12 huruf c UU PTPK; 
l. Pasal 12 huruf d UU PTPK. 
 
c. Penyalahgunaan Jabatan  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan 
adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang 
dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan 
barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti 
yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan 
negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 UU PTPK. 
Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan 
pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara 
lain: 
a. Pasal 9 UU PTPK; 
b. Pasal 10 huruf a UU PTPK; 
c. Pasal 10 huruf b UU PTPK; 




Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi 
menjadi 2 yaitu :  
1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada 
orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi 
lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan 
definisinya yaitu : 
a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena 
mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu 
memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu 
yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 
12 huruf e UU PTPK; 
b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada 
seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau 
pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau 
haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang 
mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU 
PTPK. 
2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada 
pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 
12 UU PTPK. 
e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan 
Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang 
dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, 
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pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam 
pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi 
orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat 
membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu 
pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan 
kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. 
Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu : 
a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK; 
b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK; 
c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK; 
d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK; 
e. Pasal 12 huruf h UU PTPK; 
f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan  
Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan 
barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. 
Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini 
dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. 
Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. 
Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran 
biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang 
akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut 
sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi 
sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai 
korupsi. 
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Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ; 
”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung 
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat 
dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk 
mengurus atau mengawasinya.” 
 
g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah) 
Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah 
yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak 
dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya 
gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa 
bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas 
lainnya.  
Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C 
UU PTPK, yang menentukan : 
“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima  
hadiah, padahal diketahui atau patut di dugabahwa hadiah, tersebut 
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan jabatannya.” 
 
3. Pegawai Negeri Sipil 
Pengertian Pegawai menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 
(Poerwadarminta, 1991:593), berarti orang yang bekerja pada pemerintah 
(perusahaan dan sebagainya). Sementara sumber lainnya menjelaskan 
bahwa istilah pegawai (Wijaya, 2002:15) mengandung pengertian sebagai 
berikut : 
1. Menjadi anggota suatu kerjasama (organisasi) dengan maksud 
memperoleh balas jasa/imbalan kompensasi atas jasa yang telah 
diberikan; 
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2. Berada dalam sistem kerja yang sifatnya lugas/pamrih; 
3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan 
pihak pemberi kerja; 
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melalui 
proses penerimaan; 
5. Dan akan menghadapi masa pemberhentian (pemutusan 
hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja). 
 
Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok – Pokok Kepegawaian UU No.43 Tahun 1999, disebutkan bahwa 
Pegawai Negeri adalah : 
“setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku.” 
 
Dari rumusan di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur – 
unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai 
Pegawai Negeri, yaitu : 
1) Memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang – undangan 
yang berlaku; 
2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara 
lainnya; 
4) Digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku; 
 
Adapun jenis Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 2 Undang – 
Undang No.43 Tahun 1999 Pasal 2 adalah : 
1. Pegawai Negeri terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 
c. Anggota Kepolisian Nsegra Republik Indonesia. 
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan 
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
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Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No.43 Tahun 1999 
dijelaskan bahwa : 
“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara 
yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan 
tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.” 
 
Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) UU PTPK, Pegawai 
Negeri adalah meliputi: 
1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – 
Undang tentang Kepegawaian; 
2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana; 
3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara 
atau daerah; 
4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. 
 
4. Penyalahgunaan Wewenang 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997:1128), arti 
penyalahgunaan wewenang adalah: “perbuatan penyalahgunaan hak dan 
kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan yang 
membuat keputusan”. 
Penyalahgunaan wewenang yang dimasukkan sebagai bagian inti 
delik (bestanddeel delict) tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK 
menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
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perekonomian negara. Selain itu tidak dijelaskan lagi secara lengkap yang 
dimaksud penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan implikasi 
interpretasi yang beragam. 
 
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan pemidanaan, hakim harus benar – benar menghayati dan 
meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing – masing ke arah 
tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan 
Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. 
Lilik Mulyadi (2007:193) megemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur – unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar / 
diktum putusan hakim” 
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta – fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti. 
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Rusli Muhammad (2007 : 212 – 221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non – yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 
dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan 
Pasal – Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan 
pertimbangan non – yuridis dapat dilihat dari latar belakang 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama 
terdakwa”. 
 
Fakta – fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula 
diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa 
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Apabila fakta – fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur – unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan 
korelasi antara fakta – fakta, delik yang didakwakan dan unsur – unsur 
kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan 
meneliti terpenuhinya unsur – unsur delik pidana yang didakwakan 
terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. 
Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus 
menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi 
kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan 
pendiriannya. 
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Menurut Lilik Mulyadi (2007:196), setelah diuraikan mengenai 
unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan 
pertimbangan hakim, antara lain : 
“Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni: 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci, dan subtansial terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau 
penasihat hukum. 
2. Ada pula mejelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana 
dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.” 
 
Setelah pencantuman unsur – unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal – hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan  
berlangsung. Hal – hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal – hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa 
bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, 










A. Lokasi Penelitian 
Untuk kepentingan pengumpulan data, maka penulis memilih 
Kabupaten Bulukumba & Kota Makassar. Hal tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa kasus korupsi yang dikaji terjadi di PT.POS 
Indonesia Kantor Cabang Bulukumba, kemudian diproses oleh Pengadilan 
Negeri Kabupaten Bulukumba yang kemudian diputus incracht di 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang berada di Kota 
Makassar setelah terdakwa melakukan upaya banding. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan objektif, 
maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih 
mendalam gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan 
demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis teknik 
penelitian, yaitu : 
1) Penelitian Pustaka 
Dalam penilitian pustaka, penulis mengumpulkan data – data 
melalui cara, membaca referensi buku – buku, koran, majalah, 
jurnal ilmiah, dan beberapa lieteratur lainnya yang memiliki 
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keterkaitan dengan materi pembahasan khususnya dokumen – 
dokumen yang memuat penyelesaian perkara ini di pengadilan 
seperti berita acara penyidik, penuntut umum, dan berita acara 
seperti putusan. 
2) Penelitian Lapangan 
Dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan 
cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan 
penelitian, dalam hal ini melakukan teknik interview (wawancara) 
secara langsung dengan panitera, penuntut umum, serta 
penasihat hukum terdakwa dan para pihak terkait. 
 
C. Jenis dan Sumber Hukum 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki 
kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data – data 
yang diperoleh dari cara sebagai berikut : 
1) Sumber Hukum Primer 
Secara umum (Peter Mahmud, 2005:141), sumber hukum primer 
dibedakan mejadi dua macam yaitu Perundang – Undangan dan 
Putusan Pebgadilan. Sumber hukum primer  bersumber dari hasil 
wawancara dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan 
masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi, dalam hal ini adalah 
PT.POS Indonesia Kantor Cabang Bulukumba, Pengadilan Negeri 
Bulukumba dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat. 
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2) Sumber Hukum Sekunder 
Sumber hukum sekunder bersumber dari buku – buku hukum, 
jurnal – jurnal hukum, bahan – bahan laporan dan dokumen yang 
telah ada serta memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji 
dalam penulisan skripsi. 
 
D. Teknik Analisis Sumber Hukum 
Sumber hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat dengan penelitian ini. 
Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang 
telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk deskripsi yang 
mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan 
Dalam Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS 
Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 
perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Ancaman Pidananya seperti di Pasal 2 terkait dengan 
kerugian negara sebagai berikut : 
(3) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, di pidan dengan penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah)” 
(4) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud 
dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati 
dapat dijatuhkan.” 
 
 Adapun ancaman Tindak Pidana Korupsi terkait dengan 
Penyalahgunaan Jabatan dalam Pasal 3 Undang UU No. 20 Tahun 2001 
perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagai  berikut:   
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 
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1. Posisi Kasus 
Bertempat di Kantor PT.POS Indonesia Kab.Bulukumba, atas dasar 
perjanjian kerjasama antara PT.TASPEN (Persero) dan PT.POS 
Indonesia tersebut PT.POS Indonesia melakukan pembayaran gaji 
pensiun dan menunjuk terdakwa H.Abd.Razak,S.Pd. selaku juru bayar 
pensiun. Terdakwa H.Abd.Razak,S.Pd. selaku mantan juru bayar PT.POS 
Kab.Bulukumba sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Selama 
menjadi juru bayar, terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan 
pencairan gaji pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, namun 
terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang 
dimilikinya yakni denga cara memalsukan dokumen, memalsukan surat, 
untuk kepentingan mencairkan gaji pensiun yang telah meninggal dunia 
dan tidak berhak lagi sebesar Rp.397.442.100,- serta telah mencairkan 
uang duka wafat dan asuransi kematian dengan menggunakan dokumen 
– dokumen palsu sebesar Rp.10.739.800,-. Oleh karena perbuatannya, 
terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 
Tahun 1999 tentang PTPK jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
UU No. 31 Tahun 1999. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun dakwaan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi 
yang dilakukan oleh H.ABD.RAZAK,S.Pd. yang dibacakan dalam 
persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang 
pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
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- Bahwa ia terdakwa H.Abd.Razak,S.Pd., dalam kedudukannya 
sebagai Juru Bayar PT.POS Indonesia Kab.Bulukumba, pada 
hari tanggal tertentu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan 
pasti akan tetapi dalam tahun 2000 sampai dengan bulan 
Oktober tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada hari dan 
tanggal tertentu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 
bertempat  di Kantor PT.POS Kab.Bulukumba atau setidak-
tidaknya di tempat lain akan tetapi masih dalam wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Bulukumba, secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara. 
- Bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 huruf a Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai 
dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, Pemerintah Republik 
Indonesia memberikan Jaminan hari tua sebagai penghargaan  
atas jasa – jasa pegawai negeri yang bertahun – tahun bekerja 
dalam dinas pemerintah yang anggarannya dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang 
kemudian di dalam pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 
11Tahun 1969 menyatakan bahwa masa kerja untuk 
menetapkan  hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya 
disebut Masa Kerja untuk pensiun ialah : 
a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri; 
b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI; 
c. Waktu bekerja sebagai  tenaga bulanan/harian dengan 
menerima penghasilan dari anggaran Negara atau anggaran 
perusahaan Negara, bank Negara; 
d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai 
pelajar dalam pemerintah Republik Indonesia pada masa 
perjuangan phisik; 
e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan; 
f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan; 
g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah pertikel 
bersubsidi. 
- Bahwa kemudian PT.TASPEN selaku Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) non bank ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
melayani kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri dimana 
programnya adalah Pembayaran Pensiun dan Pembayaran 
Tabungan Hari Tua, yang kemudian dalam melaksanakan 
program tersebut PT.TASPEN mengadakan kerjasama dengan 
Pihak Ketiga dalam pembayaran gaji pensiun yang salah 
satunya adalah PT.POS INDONESIA (Persero) melalui 
perjanjian Kerjasama Nomor PT.TASPEN (Persero) : JAN-
09/DIR/2006 dan Nomor PT.POS INDONESIA (Persero) : PKS-
22/DIRBISKUG/0306 tanggal 27 Maret 2006. 
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut dibuat Surat 
Edaran Bersama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos 
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Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : 
SEB-58/DIRBISKUG/0706, perihal Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT.TASPEN 
(Persero) dengan PT.POS Indonesia (Persero) tentang 
Pelayanan Program Taspen yang kemudian menetapkan 
mekanisme pembayaran gaji pensiun tersebut adalah sebagai 
berikut: 
- Peserta mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) 
Klim ke PT.TASPEN sesuai dengan kepastian misalnya 
SP4A untuk pegawai negeri yang akan Pensiun. 
- Setelah persyaratan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka 
SPP klim siap bayar. 
- Pembayaran SPP Klim di Taspen biasa disebut dengan 
Istilah non dapem dapat dibayarkan di loket taspen atau 
rekening Bank atau di Kantor Pos. 
- Untuk selanjutnya pembayaran Pensiun dibayarkan melalui 
Kantor Bayar yang dipilih oleh pensiunan yakni Rekening 
Bank atau Tunai di PT.POS. 
- Sarana pembayaran adalah Dapem (Daftar Pembayaran) 
susulan untuk bulan pertama dan Dapem Induk untuk bulan 
– bulan berikutnya. 
- Bahwa atas dasar surat Perjanjian Kerjasama antara 
PT.TASPEN (Persero) dan PT.POS INDONESIA tersebut 
PT.POS INDONESIA BULUKUMBA melakukan pelayanan 
pembayaran gaji 5pensiun dan menunjuk terdakwa 
H.ABD.RAZAK,S.Pd. selaku Juru Bayar Pensiun. 
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pensiun tersebut 
terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd. tidak melaksanakan mekanisme 
yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama dan tetap 
melakukan pembayaran terhadap pensiunan yang tidak berhak 
lagi menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia atau 
telah menikah lagi. Adapun pensiun yang tidak berhak 
menerima pensiun tersebut yaitu: 
1. H.BEDDU, pensiunan veteran, yang tidak berhak lagi 
menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia sejak 
tahun 2001 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunnya, akan tetapi masih terbayarkan 
sampai dengan Agustus 2008, sedangkan keluarga 
H.BEDDU telah melaporkan bahwa yang bersangkutan 
telah meninggal dunia, akan tetapi tedakwa H.ABD.RAZAK 
tetap melakukan pembayaran tersebut tidak pernah 
diterima oleh ahli waris Ny.H.BEDDU. 
2. MASSALESSE, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal  dunia pada tahun 1980 kemudian 
gaji pensiunnya diterima oleh Ny.HARANI sebagai istri sah 
MASSALESSE yang kemudian meninggal pada tanggal 04 
Juli 2000 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
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menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun 
MASSALESSE/Ny.HARANI tetap dibayarkan sampai 
dengan bulan April 2008, walaupun ahli waris 
MASSALESSE/Ny.HARANI telah melaporkan kepada 
terdakwa H.ABD.RAZAK bahwa Ny.HARANI telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny.HARANI. 
3. ST.SAIRAH KENNU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 
2002, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi 
ST.SAHIDAH selaku ahli waris dari ST.SAIRAH KENNU, 
akan tetapi Saksi ST.SAHIDAH tidak berhak lagi menerima 
gaji pensiun tersebut oleh karena ST.SAHIDAH telah 
menikah pada tanggal 08 Nopember 2001 dan perkawinan 
tersebut pada tahun 2003 telah dilaporkan kepada 
terdakwa H.ABD.RAZAK, akan tetapi terdakwa 
H.ABD.RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiun 
ST.SAIRAH KENNU sampai OKTOBER 2007. 
4. ABDAL RASYID MANRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 
Desember 1997 yang kemudian gaji pensiunnya diterima 
oleh SITTI AMINAH selaku istri sah ABDUL RASYID 
MANRU, yang kemudian meninggal pada tanggal 18 
Agustus 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDUL 
RASYID MANRU/SITTI AMINAH tetap dibayarkan sampai 
dengan bulan Juli 2007, walaupun ahli waris ABDUL 
RASYID MANRUI/SITTI AMINAH telah melaporkan kepada 
terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa SITTI AMINAH telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris SITTI 
AMINAH 
5. MUHAMMAD ALI, pensiunan Veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2000 yang kemudian 
gaji pensiunnya diterima oleh SITTI selaku istri sah dari 
MUHAMMAD ALI yang kemudian meninggal dunia pada 
tanggal 23 maret 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang 
berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun 
SITTI masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan 
Agustus 2008 dan gaji pensiun yang dibayarkan tersebut 
tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD 
ALI/SITTI. 
6. MADUNG LEHO, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 
1980 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. 
SATTI selaku istri sah dari MADUNG LEHO yang kemudian 
meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2005 dan tidak 
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ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, 
akan tetapi gaji pensiun MADUNG LEHO/SATTI tetap 
dibayarkan sampai bulan Maret 2008 walaupun telah 
dilaporkan kepada H. ABDUL RAZAK, S.Pd bahwa SATTI 
telah meninggal dunia dengan memasukkan surat 
keterangan kematian dan gaji pensiun yang dibayarkan 
oleh H. ABD. RAZAK tidak pernah diterima oleh ahli waris 
MADUNG LEHO/SATTI 
7. MUHAMMAD DJAFAR, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 
2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MUHAMMAD 
DJAFAR tetap dibayarkan oleh terdakwa H.ABD. RAZAK, 
S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris 
MUHAMMAD DJAFAR telah memasukkan surat 
keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh 
terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh 
ahli waris MUHAMMAD DJAFAR 
8. Hj. MARWIAH, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 
2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Hj. MARWIAH 
tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd 
sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris Hj. 
MARWIAH telah memasukkan surat keterangan kematian 
dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, 
S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris Hj. MARWIAH. 
9. SUADING, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987, yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi Hj.MULIANA 
K selaku  istri sah dari SUADING, akan tetapi Saksi 
Hj.MULIANA K tidak berhak lagi menerima gaji 8pensiun 
tersebut oleh karena telah menikah lagi pada bulan April 
2006 dan perkawinan tersebut telah dilaporkan  dan tidak 
pernah lagi menerima gaji pensiun SUADING,  akan tetapi 
terdakwa  H.ABD.RAZAK tetap mencairkan gaji pensiun 
SUADING sampai bulan maret 2008. 
10. ABDULLAH TOKO, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000, yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny.BANDRI selaku 
istri yang sah dari ABDULLAH TOKO, yang kemudian 
meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada 
lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan 
tetapi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny.BANDRI tetap 
dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli 
waris ABDULLAH TOKO/Ny.BANDRI telah melaporkan 
kepada terdakwa H.ABD.RAZAK bahwa Ny.BANDRI telah 
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meninggal dunia dan dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ABDULLAH 
TOKO/Ny.BANDRI. 
Bahwa kemudian terdakwa H.ABDUL RAZAK,S.Pd. tanpa 
sepengetahuan ahli waris ABDULLAH TOKO mengurus 
mutasi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny.BANDRI ke 
Kantor Pos Bantaeng dan kemudian meminta juru bayar 
pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad 
Syafruddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke 
rekening terdakwa H.ABD.RAZAK pada Bank Muamalat 
dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi 
Muhammad Syafruddin mentransfer gaji pensiun 
ABDULLAH TOKO/Ny.BANDRI ke rekening terdakwa 
H.ABD.RAZAK,S.Pd. 
11. Ny.BANDRI, pensiunan veteran, yang telah meninggal 
dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji 
pensiun Ny.BANDRI tetap dibayarkan sampai bulan Juni 
2008 walaupun ahli waris Ny.BANDRI telah melaporkan 
kepada terdakwa H.ABD.RAZAK bahwa Ny.BANDRI telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny.BANDRI. 
Bahwa kemudian terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd. tanpa 
sepengetahuan ahli waris Ny.BANDRI mengurus mutasi 
gaji pensiun Ny.BANDRI ke Kantor Pos Bantaeng dan 
kemudian meminta juru bayar pensiun kantor Pos 
Bantaeng yaitu saksi Muhammad Syafruddin untuk 
mentransfer gaji pensiun tersebut ke rekening terdakwa 
H.ABD.RAZAK pada Bank Muamalat dengan nomor 
601923911911899901, sehingga saksi Muhammad 
Syafruddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH 
TOKO/Ny.BANDRI ke rekening terdakwa 
H.ABD.RAZAK,S.Pd. 
12. BADULLAH SANRE, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia kemudian gaji pensiunnya diterima oleh 
PAKKE sebagai istro yang sah, yang kemudian meninggal 
dunia pada tanggal 11 April 2003 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji 
pensiun BADULLAH SANRE/Ny.PAKKE tetap dibayarkan  
sampai dengan bulan Juni 2008, oleh karena Ny.PAKKE 
mempunyai utang kepada terdakwa H.ABD.RAZAK 
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga setelah 
Ny.Pakke meninggal dunia dan tidak berhak menerima 
pensiun lagi tedakwa tetap memotong gaji pensiun 
Ny.PAKKE sampai bulan Oktober 2007 yaitu sebesar 
Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 
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sisanya sebesar Rp.100.000,- diterima oleh HAMSINAH 
yang juga tidak berhak lagi menerim gaji pensiun tersebut. 
13. JAFAR, pensiunan ABRI, yang telah meninggal dunia yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny.BALINANG 
DG.LINA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal 
dunia pada tanggal 19 Juni 2005 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan 
tetapi gaji pensiun JAFAR/Ny.BALINANG DG.LINA masih 
tetap dibayarkan sampai dengan bulan Oktober 2007 akan 
tetapi gaji yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima 
oleh ahli waris JAFAR/Ny.BALINANG DG.LINA. 
14. AMRI PIARE, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh orang tuanya yaitu PIARE yang 
juga meninggal dunia pada akhir tahun 2004 dan tidak ada 
lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, 
akan tetapi gaji pensiun AMRI PIARE/PIARE tetap 
dibayarkan hingga bulan Oktober 2007 walaupun gaji 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris AMRI 
PIARE/PIARE. 
15. SITTI SUHRA, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal pada 10 Mei 2003, kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh saksi BAHARUDDIN MUDA 
sebagai suami yang sah dari SITTI SUHRA. Bahwa 
kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2005 saksi 
BAHARUDDIN MUDA menikah lagi dengan Syamsiah Noor 
dan telah dilaporkan kepada terdakwa H.ABD.RAZAK, 
namun terdakwa tetap membayarkan uang pensiun 
tersebut kepada BAHARUDDIN MUDA hingga bulan 
Oktober 2006, dan kemudian oleh H.ABD.RAZAK 
melanjutkan pembayaran tersebut hingga Maret 2008 dan 
tidak lagi diberikan kepada saksi BAHARUDDIN MUDA. 
16. MUHAMMAD PUADEL, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 dan tidak ada 
lagi yang berhak menerima gaji pensiunnya tetaoi oleh 
H.ABD.RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007. 
17. H.MAPPISAU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal pada tahun 1999, kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh Hj.ANDI DAYA sebagai istri yang 
sah, yang kemudian meninggal pada bulan Mei 2007 dan 
tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun 
H.MAPPISAU/Hj.ANDI DAYA, akan tetapi oleh terdakwa 
H.ABD.RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007, dan 
tidak ada ahli waris H.MAPPISAU/Hj.ANDI DAYA yang 
menerim gaji pensiun yang dicairkan oleh terdakwa 
tersebut. 
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18. H.A.AMBO PAI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2005, 
kemudian gajinya diterima oleh Hj.SALEMMA selaku istri 
yang sah, kemudian  Hj.SALEMMA telah meninggal pada 
tanggal 17 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli warisnya 
yang berhak menerima gaji pensiun H.A.AMBO 
PAI/Hj.SALEMMA, akan tetapi terdakwa H.ABD.RAZAK 
tetap melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2007 
namun tidak ada lagi ahli waris H.A.AMBO 
PAI/Hj.SALEMMA yang menerima gaji pensiunan tersebut. 
19. A.MARALING DG.SITUJU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny.SITTI AMIN 
sebagai istri yang sah. Bahwa kemudian  Ny.SITTI AMIN 
telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 dan tidak 
ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunan 
A.MARALING DG.SITUJU/Ny.SITTI AMIN, akan tetapi 
terdakwa H.ABD.RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji 
pensiun A.MARALING DG.SITUJU/Ny.SITTI AMIN sampai 
dengan  bulan Oktober 2007 walaupun telah disampaikan 
surat kematian dan pembayaran tersebut tidak diterima 
oleh ahli waris A.MARALING DG.SITUJU/Ny.SITTI AMIN. 
20. A.MAPPATUNRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan tidak 
ada lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya oleh 
karena istri MAPPATUNRU yaitu DJUHRA telah meninggal 
terlebih dahulu, akan tetapi sejak 1995 gaji pensiun 
MAPPATUNRU tetap dibayarkan sampai bulan Oktober 
2007. 
21. SITI HADELANG, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 
2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi oleh terdakwa masih tetap 
dibayarkan walaupun tidak ada yang menerima gaji 
tersebut. 
22. ABDUL KARIM, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada Desember 2006, tidak 
ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, 
tetapi masih tetap dibayarkan oleh terdakwa walaupun tidak 
ada ahli waris yang menerima gaji tersebut. 
23. ANDI COMMA, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia dan gaji pensiunnya diterima 
oleh ABDUL BASIR MANURUNG,BA, akan tetapi ABDUL 
BASIR MANURUNG,BA, telah menikah lagi dan setelah 
anaknya berusia 21 tahun pada tahun 1999 ABDUL BASIR 
MANURUNG melaporkan ke kantor pos, sehingga sejak 
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tahun 1999 tidak pernah menerima gaji pensiun ANDI 
COMMA. 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakukan 
pembayaran terhadap pensiun/janda/duda yang telah 
meninggal dunia tersebut bertentangan dengan pasal 25 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan 
bahwa pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-
janda berakhir pada akhir bulan : 
a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia. 
b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat – syarat 
untuk menerimanya. 
- Bahwa pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh terdakwa 
H.ABD.RAZAK,S.Pd tersebut juga tidak sesuai Surat Edaran 
Bersama antara PT.Taspen (PERSERO) dengan PT.Pos 
Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : 
SEB-58/DIRBISKUG/0706, yang menentukan bahwa syarat – 
syarat yang harus diperlihatkan seseorang pensiun pada saat 
menerima gaji pensiun di kantor bayar khususnya kantor Pos 
yaitu : 
- Menunjukkan kartu identitas pensiun (Karip). 
- Dari pihak kasir mencocokkan antara karip dengan 
pembayaran karip sendiri bila orang lain yang membawa 
karip, maka harus dengan surat kuasa yang dibatasi untuk 4 
bulan. 
- Dari karip tersebut dicocokkan KP2 (Kartu Pembayaran 
Pensiun). 
- Di dalam karip ada foto, tanda tangan, tanggal lahir, alamat, 
keluarga, sedangkan di dalam KP2 juga ada foto, specimen 
tanda tangan, tanggal lahir dan ada kolom tanda tangan 
penerima gaji pensiun. 
- Bahwa terdakwa juga tidak menjalankan mekanisme control 
untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiunnya pada 
kantor bayar khususnya Kantor Pos, yakni : 
- Untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiun selama 
2 bulan masuk ke DAFTAR MUTASI 1, uang pensiun masih 
tersimpan di kantor pos. 
- Kemudian pada bulan ke tiga apabila tidak mengambil juga 
masuk DAFTAR MUTASI 2  yang uangnya disetorkan ke 
PT.TASPEN. 
- Sedangkan DAMU 3 adalah daftar nama pensiunan yang 
tidak berhak atau meninggal dunia. 
- Bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang 
tidak berhak, maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap 
pensiun – pensiun dengan total jumlah Rp.397.442.100,- (tiga 
ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua 
ribu seratus rupiah). 
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- Bahwa terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd telah menggunakan 
dokumen – dokumen palsu  berupa surat keterangan kematian 
untuk mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian 
senilai Rp.10.739.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh 
sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan menggunakan 
saksi A.SYAMSU UMAR dan saudaranya sendiri yaitu saksi 
ASMAWATI untuk menandatangani check pos: 
a. Bahwa terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd mencairkan Uang 
Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan 
Hj.MARWIAH dengan mengatasnamakan saudaranya 
sendiri yakni saksi ASMAWATI dengan menggunakan 
dokumen surat kematian yang tidak benar atau yang 
dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 07/KLC/I/2008 
tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor 
Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh sakssi 
A.MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris 
Hj.MARWIAH tidak pernah menyuruh memberi surat kuasa 
kepada terdakwa maupun saksi ASMAWATI untuk 
mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian atas 
nama Hj.MARWIAH. 
b. Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian tersebut 
PT.Taspen memproses Uang Duka Wafat dan Asuransi 
Kematian tersebut kemudian dicairkan melalui 2 (dua) cek 
pos yaitu : 
1. Cek Pos senilai Rp.2.456.100,- tanggal 15 Pebruari 2008 
No. Gir-10/BLK/2008 No. Rek Ms 50.27 No. Cek 134 
atas nama ASMAWATI. 
2. Cek Pos senilai Rp.2.968.800,- tanggal 15 Pebruari 2008 
No. Gir-51 10/BLK/2008 No. rek Ms.50.14. No. Cek 70 
atas nama ASMAWATI. 
c. Bahwa terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd  juga telah 
mencairkan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. 
Pensiunan Hj.BALINANG DG.LINA dengan 
mengatasnamakan terdakwa sendiri, dengan menggunakan 
surat kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu 
Surat Kematian Nomor : 42/KLC/IX/2007 tanggal 21 
Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan 
Caile yang ditandatangani oelh saksi A.MARJUNI PANGKI, 
padahal keluarga/ahli waris Hj.BALINANG DG.LINA tidak 
pernah menyuruh dan memberi surat kuasa kepada 
terdakwa untuk mengurus surat keterangan kematian dan 
mencairkan Uang Duka Wafat serta Asuransi Kematian atas 
nama Hj.BALINANG DG.LINA. 
d. Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak 
benar tersebut PT.Taspen memproses Uang Duka Wafat 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos senilai 
Rp.2.135.300,- tanggal 07 Desember 2007 No. Gir 
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51/89/BLK/2007 No. Rek. Ms 50 27 No. Cek 1821 Atas 
nama H.ABD RAZAK. 
e. Bahwa terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd juga telah mencairkan 
Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan 
ABD.KARIM dengan mengatasnamakan ANDI SYAMSU 
UMAR, dengan menggunakan dokumen dokumen surat 
kematian yang tidak  benar atau yang dipalsukan yaitu Surat 
Kematian Nomor : 87/UB/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang 
ditandatangani oleh saksi A.MARJUNI PANGKI. 
f. Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak 
benar tersebut PT.Taspen meproses Uang Duka Wafat 
tersebut  yang kemudian dicairkan melalui cek pos yaitu : 
1. Cek Pos senilai Rp.2.099.400,- tanggal 5 Mei 2007 No. 
Gir-51/32/BLK/2007. No. Rek 50.27 No Cek 456 atas 
nama A.SYAMSU UMAR. 
2. Cek Pos senilai Rp.1.080.200,- tanggal 5 Mei 2007 
No.Gir-51/32/Blk/2007 No. Rek. 50 14 No. Cek TN atas 
nama A.SYAMSU UMAR. Yang seharusnya uang duka 
wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh 
keluarga/ahli waris pensiunan, akan tetapi uang duka 
wafat dan asuransi kematian tersebut diterima oleh 
terdakwa H.ABD.RAZAK sendiri dengan menggunakan 
nama saksi ASMAWATI, ANDI SYAMSU ALAM dan 
terdakwa sendiri H.ABD.RAZAK. 
- Bahwa terdakwa selaku juru bayar pos telah melakukan 
pembayaran gaji pensiun yang telah meninggal dunia atau 
tidak berhak lagi sebesar Rp.397.442.100,- (tiga ratus sembilan 
puluh juta empat ratus empat ratus empat puluh dua ribu 
seratus rupiah), serta telah mencairkan uang duka wafat dan 
asuransi kematian dengan menggunakan dokumen – dokumen 
palsu sebesar Rp.10.739.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga 
puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dimana gaji pensiun 
yang dibayarkan/dicairkan oleh terdakwa tersebut bersumber 
dari dana APBN yang dikelola PT.TASPEN (persero) dan 
disalurkan/dibayarkan melalui PT.POS INDONESIA (persero), 
maka perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Negara 
sebesar Rp.408.181.900,- (empat ratus delapan juta seratus 
delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). 
 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. 
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Atau, kedua: 
Bahwa ia terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd, dalam kedudukannya 
selaku Juru Bayar PT.Pos Kabupaten Bulukumba,  pada waktu dan 
tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, 
telaj dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatanatau 
sarana yang ada  padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
Perekonomian tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara 
sebagai berikut : 
- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan Nopember 2007 
terdakwa ditunjuk selaku Juru Bayar pensiunan pada PT.Pos 
Bulukumba yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu : 
- Melakukan pengecekan daftar pembayaran pensiun dengan 
rekap daftar pembayaran. 
- Melakukan pemisahan daftar pembayaran (Dapem) untuk 
setiap kantor bayar dan perjenis pensiun. 
- Melakukan permintaan dana untuk pembayaran pensiun 
kepada Manajer Keuangan. 
- Melakukan penyampulan uang pensiun beserta Carik 
Dapem untuk setiap penerima pensiun. 
- Melakukan pembayaran pensiun sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan kepada penerima pensiun sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
- Melaporkan jumlah pensiun yang dibayarkan setiap akhir 
dinas kepada manajer keuangan. 
- Membuat rekap pembayaran pensiun terhadap pensiun yang 
dibayar di Kantor Pos pemeriksa dan Kantor Cabang. 
- Membuat/mengkoordinir pelaporan pertanggungjawaban 
pembayaran pensiun (LPJ). 
- Menyetorkan sisa dana pensiun yang tidak dapat dibayarkan 
karena pensiunan meninggal dunia (Damu III). 
- Melakukan koordinasi dengan manager terkait jika terjadi 
masalah dalam pelaksanaan pembayaran pensiun. 
Namun dalam kenyataannya tugas – tugas tersebut 
disalahgunakan oleh terdakwa sebagai berikut : 
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a Undang – 
Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan  
Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pemerintah Republik Indonesia 
memberikan Jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa – 
jasa pegawai negeri yang bertahun – tahun bekerja dalam 
dinas pemerintah yang anggarannya dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang 
kemudian di dalam pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 
11 Tahun 1969 menyatakan bahwa Masa Kerja untuk 
menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya 
disebut masa kerja untuk pensiun ialah : 
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a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri; 
b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI; 
c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan 
menerima penghasilan dari anggaran Negara atau 
anggaran perusahaan Negara, bank Negara. 
d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai 
pelajar dalam pemerintah Republik Indonesia pada masa 
perjuangan phisik; 
e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan; 
f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan; 
g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah pertikelir 
bersubsidi. 
- Bahwa kemudian PT.TASPEN selaku Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) non bank ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
melayani kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri dimana 
programnya adalah Pembayaran Pensiun dan Pembayaran 
Tabungan Hari Tua, yang kemudian dalam melaksanakan 
program tersebut PT. TASPEN mengadakan kerjasama dengan 
Pihak Ketiga dalam pembayaran gaji pensiun yang salah 
satunya adalah PT. POS INDONESIA (Persero) melalui 
perjanjian Kerjasama Nomor PT. TASPEN (Persero) : JAN-
09/DIR/2006 dan Nomor PT. POS INDONESIA (Persero) : 
PKS-22/DIRBISKUG/0306 tanggal 27 Maret 2006. 
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut dibuat Surat 
Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos 
Indonesia (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen yang 
kemudian menetapkan mekanisme pembayaran gaji pensiun 
tersebut adalah sebagai berikut: 
- Peserta menhajukan surat permohonan pembayaran (SPP) 
Klim ke PT. Taspen sesuai dengan kepentingan misalnya 
SP4A untuk pegawai negeri yang akan akan 26 Pensiun. 
- Setelah persyaratan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka 
SPP klim siap dibayar. 
- Pemabayaran SPP Klim di Taspen biasa disebut dengan 
Istilah non dapem dapat dibayarkan di loket taspen atau 
rekening Bank atau di Kantor Pos. 
- Untuk selanjutnya pembayaran Pensiun dibayarkan melalui 
Kantor Bayar yang dipilih oleh pensiunan yakni Rekening 
Bank atau Tunai di PT. POS. 
- Sarana pembayaran adalah Dapem (Daftar Pembayaran) 
susulan untuk bulan pertama dan Dapem Induk untuk 
bulan-bulan berikutnya. 
Menimbang, bahwa atas dasar surat Perjanjian Kerjasama 
antara PT. TASPEN (Persero) dan PT. POS INDONESIA tersebut 
PT. POS INDONESIA BULUKUMBA melakukan pelayanan 
pembayaran gaji 23 pensiun dan menunjuk terdakwa H. ABD. 
RAZAK, S.Pd. selaku Juru Bayar Pensiun. 
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- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pensiun tersebut 
terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak melaksanakan 
mekanisme yang telah ditetapkan dalam Surat Edara Bersama 
dan tetap melakukan pembayaran terhadap pensiunan yang 
tidak berhak lagi menerima 23 orang pensiun oleh karena telah 
meninggal dunia atau telah menikah lagi. Adapun 23 pensiun 
yang tidak berhak menerima pensiun tersebut yaitu : 
1. H. BEDDU, pensiunan veteran, yang tidak berhak lagi 
menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia sejak 
tahun 2001 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunannya, akan tetapi masih terbayarkan 
sampai dengan Agustus 2008, sedangkan keluarga 
H.BEDDU telah melaporkan bahwa yang bersangkutan 
telah meninggal dunia, akan tetapi terdakwa H. ABD. 
RAZAK tetap melakukan pembayaran dan pembayaran 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. H. 
BEDDU 
2. MASSALESSE, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh Ny. HARANI sebagai istri sah 
MASSALESSE yang kemudian meninggal pada  tanggal 04 
Juli 2000 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun 
MASSALESSE/Ny. HARANI tetap dibayarkan sampai 
dengan bulan April 2008, walaupun ahli waris 
MASSALESSE/Ny. HARANI telah melaporkan kepada 
terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. HARANI telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. HARANI 
3. ST. SAIRAH KENNU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Agusturs 
2002, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi  
ST. SYAHIDAH selaku ahli waris dari ST. SAIRAH KENNU, 
akan tetapi saksi ST.SAHIDAH tidak berhak lagi menerima 
gaji pensiun tersebut oleh karena ST. SAHIDAH telah 
menikah pada tanggal 08 November 2001 dan perkawinan 
tersevut pada tahun 2003 telah dilaporkan kepada 
terdakwa H. ABD. RZAK, akan tetapi terdakwa H. ABD. 
RAZAK tetap melakukan pembayaran gaji pensiu ST. 
SAIRAH KENNU sampai Oktober 2007 
4. ABDUL RASYID MANRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 
Desember 1997 yang kemudian gaji pensiunnya diterima 
oleh SITTI AMINAH selaku istri sah ABDUL RASYID 
MANRU, yang kemudian meninggal pada tanggal 18 
Agustus 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDUL 
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RASYID MANRU/SITTI AMINAH tetap dibayarkan sampai 
dengan bulan juli 2007, walaupun ahli waris ABDUL 
RASYID MANDUR/SITTI AMINAH telah melaporkan 
kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa SITTI AMINAH 
telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris SITTI 
AMINAH. 
5. MUHAMMAD ALI, pensiunan Veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2000 yang kemudian 
gaji pensiunnya diterima oleh SITTI selaku istri sah dari 
MUHAMMAD ALI yang kemudian meninggal dunia pada 
tanggal 23 Maret 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang 
berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun 
SITTI masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan 
Agustus 2008 dan gaji pensiun yang dibayarkan tersebut 
tidak pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD 
ALI/SITTI. 
6. MADUNG LEHO, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 
1980 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. 
SATTI selaku istri sah dari MADUNG LEHO yang kemudian 
meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2005 dan tidak 
ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, 
akan tetapi gaji pensiun MADUNG LEHO/SATTI tetap 
dibayarkan sampai bulan Maret 2008 walaupun telah 
dilaporkan kepada H. ABD. RAZAK, S.Pd bahwa SATTI 
telah meninggal dunia dengan memasukkan surat 
keterangan kematian dan gaji pensiun yang dibayarkan 
oleh H. ABD. RAZAK tidak pernah diterima oleh ahli waris 
MADUNG LEHO/SATTI. 
7. MUHAMMAD DJAFAR, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 
2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MUHAMMAD 
DJAFAR tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, 
S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris 
MUHAMMAD DJAFAR telah memasukkan surat 
keterangan kematian dan gaji yang dibayarkan oleh 
terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh 
ahli waris MUHAMMAD DJAFAR 
8. Hj. MARWIAH, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 
2006 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Hj. MARWIAH 
tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd 
sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris Hj. 
MARWIAH telah memasukkan surat keterangan kematian 
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dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, 
S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris Hj. MARWIAH. 
9. SUADING, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987, yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi Hj. MULIANA 
K selaku istri sah dari SUADING, akan tetapi saksi Hj. 
MULIANA K tidak berhak lagi menerima gaji pensiun 
tersebut oleh karena telah menikah lagi pada bulan April 
2006 dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan tidak 
pernah lagi menerima gaji pensiun SUADING, akan tetapi 
terdakwa H. ABD. RAZAK tetap mencairkan gaji pensiun 
SUADING sampai bulan Maret 2008. 
10. ABDULLAH TOKO, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000, yang 
kemudian gaji pensiunannya diterima oleh Ny. BANDRI 
selaku istri sah dari ABDULLAH TOKO, yang kemudian 
meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada 
lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan 
tetapi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI tetap 
dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli 
waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI telah melaporkan 
kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI 
telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ABDULLAH 
TOKO/Ny. BANDRI 
Bahwa kemudian terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tanpa 
sepengetahuan ahli waris ABDULLAH TOKO mengurus 
mutasi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke 
Kantor Pos Bantaeng dan kemudian meminta juru bayar 
pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad 
Syarifuddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke 
rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat 
dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi 
Muhammad Syarifuddin mentransfer gaji pensiun 
ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. 
ABD. RAZAK, S.Pd. 
11. Ny. BANDRI, pensiunan veteran, yang telah meninggal 
dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji 
pensiun Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan 
bulan Juni 2008 walaupun ahli waris Ny. BANDRI telah 
melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. 
BANDRI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang 
dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris 
Ny. BANDRI. 
Bahwa kemudian terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tanpa 
sepengatahuan ahli waris Ny. BANDRI mengurus mutasi 
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gaji pensiun Ny. BANDRI ke Kantor Pos Bantaeng yaitu 
saksi Muhammad Syarifuddin untuk mentransfer gaji 
pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK 
pada Bank Muamalat dengan nomor 
6019239119118999901, sehingga saksi Muhammad 
Syarifuddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH 
TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZA, 
S.Pd. 
12. BADULLAH SANRE, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima 
oleh PAKKE sebagai istri sah, yang kemudian meninggal 
dunia pada tanggal 11 April 2003 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji 
pensiun BADULLAH SANRE/Ny. PAKKE tetap dibayrkan 
sampai dengan bulan Juli 2008, oleh karena Ny. PAKKE 
mempunyai utang kepada terdakwa H. ABD. RAZA sebesar 
Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga setelah Ny. 
PAKKE meninggal dunia dan tidak berhak menerima 
pensiun lagi terdakwa tetap memotong gaji pensiun Ny. 
PAKKE sampai bulan Oktober 2007 yaitu sebesar  Rp. 
285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diterima 
oleh HAMSINAH yang juga sudah tidak berhak lagi 
menerima gaji pensiun tersebut. 
13. JAFAR, pensiunan ABRI, yang telah meninggal dunia yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BALINAG DG. 
LINA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal 
dunia pada tanggal 19 Juni 2005 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan 
tetapi gaji pensiun JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA masih 
tetap dibayarkan sampai denga  bulan Oktober 2007 akan 
tetapi gaji yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima 
oleh ahli waris JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA. 
14. AMRI PIARE, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh orang tuanya yaitu PIARE yang 
juga telah meninggal dunia pada akhir 2004 dan tidak ada 
lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, 
akan tetapi gaji pensiun AMRI PIARE/PIARE tetap 
dibayarkan hingga bulan Oktober 2007 walaupun gaji 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris AMRI 
PIARE/PIARE. 
15. SITTI SUHRA, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2003, 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi 
BAHARUDDIN MUDA sebagai suami yang sah dari SITTI 
SUHRA. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2005 
saksi BAHARUDDIN MUDA menikah lagi dengan 
45 
Syamsiah Noor dan telah dilaporkan kepada terdakwa H. 
ABD. RAZAK, namun terdakwa tetap membayarkan uang 
pensiun tersebut kepada BAHARUDDIN MUDA hingga 
bulan Oktober 2006, dan kemudian oleh H. ABD. RAZAK 
melanjutkan pembayaran tersebut hingga Maret 2008 dan 
tidak lagi diberikan kepada saksi BAHARUDDIN MUDA. 
16. MUHAMMAD PUDAEL, pensiunan Veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 26 Mei  2007 dan tidak ada 
lagi yang berhak menerima gaji pensiunnya tetapi oleh H. 
ABD. RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007. 
17. H. MAPPISAU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1999, kemudian 
gaji pensiunnya diterima oleh Hj. ANDI DAYA sebagai istri 
yang sah, yang kemudian meninggal pada bulan Mei 2007 
dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji 
pensiun H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA, akan tetapi oleh 
terdakwa H. ABD. RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 
2007, dan tidak ada ahli waris H.MAPPISAU/Hj. ANDI 
DAYA yang menerima gaji pensiun yang dicairkan oleh 
terdakwa tersebut. 
18. H. A. AMBO PAI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2005, 
kemudian gajinya diterima oleh Hj. SALEMMA selaku istri 
yang sah, kemudian Hj. SALEMMA telah meninggal pada 
tanggal 17 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli warisnya 
yang berhak menerima gaji pensiun H. A. AMBO PAI/Hj. 
SALEMMA, akan tetapi terdakwa H. ABD. RAZAK tetap 
melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2007 namun 
tidak ada lagi ahli waris H. A. AMBO PAI/Hj. SALEMMA 
yang menerima gaji pensiun tersebut. 
19. A. MARALING DG. SITUJU, pensiunan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, 
yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SITTI 
AMIN sebagai istri yang sah. Bahwa kemudian Ny. SITTI 
AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 dan 
tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun 
A. MARALING DG. SITUJU/Ny. SITTI AMIN, akan tetapi 
terdakwa H. ABD. RAZAK tetap melakukan pembayaran 
gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/Ny. SITTI AMIN 
sampai dengan bulan Oktober 2007 walapun telah 
disampaikan surat kematian dan pembayaran tersebut tidak 
diterima oleh ahli waris A. MARALING DG. SITUJU/Ny. 
SITTI AMIN. 
20. A. MAPPATUNRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan tidak 
ada lagi yang berhak menerima pensiunnya oleh karen istri 
MAPPATUNRU yaitu DJUHRA telah meninggal terlebih 
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dahulu, akan tetapi sejak tahun 1995 gaji pensiun 
MAPPATUNRU tetap dibayarkan sampai bulan Oktober 
2007 
21. SITTI HADELANG, Pensiunan Pegawai  Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 
September 2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima gaji pensiunnya, akan tetapi oleh terdakwa 
masih tetap dibayarkan walaupun tidak ada yang menerima 
gaji tersebut. 
22. ABDUL KARIM, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2006, 
dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji 
pensiunnya, tetapi masih tetap dibayarkan oleh terdakwa 
walaupun tidak ada ahli waris yang menerima gaji tersebut. 
23. ANDI COMA, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah  meninggal dunia dan gaji pensiunnya diterima oleh 
ABDUL BASIR MANURUNG, BA, akan tetapi ABDUL 
BASIR MANURUNG, BA telah menikah lagi dan setelah 
anaknya berusia 21 tahun pada tahun 1999 ABDUL BASIR 
MANURUNG melaporkan ke kantor pos, sehingga sejak 
tahun 1999 tidak pernah menerima gaji pensiun ANDI 
COMA. 
Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakukan 
pembayaran terhadap pensiun/janda/duda yang telah meninggal 
dunia tersebut bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa pemberian 
pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir 
bulan : 
a. Janda-duda yang bersangkutan meninggal dunia. 
b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk 
menerimanya. 
Bahwa pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh terdakwa 
H. ABD. RAZAK, S.Pd tersebut juga tidak sesuai Surat Edaran 
Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia 
(Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : SEB-
58/DIRBISKUG/0706, yang menentukan bahwa syarat-syarat yang 
harus diperlihatkan seorang pensiun pada saat menerima gaji 
pensiun di kantor bayar khususnya kantor Pos yaitu : 
- Menunjukan kartu indentitas pensiun (Karip). 
- Dari pihak kasir mencocokan antara karip dengan 
pembayaran karip sendiri dan bila orang lain yang membawa 
karip, maka harus dengan surat kuasa yang dibatasi untuk 4 
bulan. 
- Dari karip dicocokkan KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun). 
- Di dalam Karip ada foto, tanda tangan, tanggal lahir, alamt, 
keluarga, sedangkan di dalam KP2 juga ada foto, specimen 
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tanda tangan, tanggal lahir dan ada kolom tanda tangan 
penerima gaji pensiun. 
Bahwa terdakwa juga tidak menjalankan mekaisme control 
untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiunnya pada 
kantor bayar khususnya Kantor Pos, yakni : 
- Untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiun selama 2 
bulan masuk ke DAFTAR MUTASI 1, uang pensiun masih 
tersimpa di kantor pos. 
- Kemudian pada bulan ke tiga apabila tidak mengambil juga 
masuk DAFTAR MUTASI 2 yang uangnya disetorkan ke PT 
TASPEN. 
- Sedangkan DAMU 3 adalah daftar nama pensiunan yang 
tidak berhak atau meninggal dunia 
Bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang 
tidak berhak, maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap 
pensiun-pensiun dengan total jumlah Rp. 397.442.100 
Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd telah menggunakan 
dokumen-dokumen palsu berupa surat keterangan kematian untuk 
mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian senilai Rp. 
10.739.800 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu 
delapan ratus rupiah) dengan menggunakan saksi A. SYAMSU 
UMAR dan saudaranta sendiri yaitu saksi ASMWATI untuk 
menandatangani chek pos, dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd mencairkan Uang 
Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. 
MARWIAH dengan mengatasnamakan saudaranya sendiri 
yakni saksi ASMAWATI dengan menggunakan dokumen surat 
kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat 
Kematian Nomor : 07/KLC/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani 
oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris 
Hj. MARWIAH tidak pernah menyuruh memberi surat kuasa 
kepada terdakwa maupun saksi ASMAWATI untuk mencairkan 
Uang Duk Wafat dan Asuransi Kematian atas nama Hj. 
MARWIAH. 
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian tersebut PT. 
Taspen meproses Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui 2 (dua) cek pos yaitu 
: 
1. Cek Pos senilai Rp. 2.456.100 tanggal 15 pebruari 2008 No. 
Gir10/BLK/2008 No. Rek Ms 50.27 No. Cek 134 atas nama 
ASMAWATI. 
2. Cek Pos senilai Rp.2.968.800 tanggal 15 Pebruari 2008 No. 
Gir-5110/BLK/2008 No. Rek Ms 50.14 No. Cek 70 atas nama 
ASMAWATI. 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan 
Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. 
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BALINANG DG. LINA dengan mengatasnamakan terdakwa 
sendiri, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang 
tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 
42/KLC/IX/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. 
MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. BALINANG 
DG. LINA tidak pernah menyuruh dan memberi surat kuasa 
kepada terdakwa untuk mengurus surat keterangan kematian 
dan mencairkan Uang Duka Wafat serta Asuransi Kematian 
atas nama Hj. BALINANG DG. LINA. 
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak 
benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos senilai Rp. 
2.135.300 tanggal 07 Desember 2007 No. Gir 51/89/BLK/2007 
no. Rek. Ms 50 27 No. Cek. 1821 Atas nama H. ABD RAZAK. 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan 
Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan ABD. 
KARIM dengan mengatasnamakan ANDI SYAMSU UMAR, 
dengan menggunakan dokumen srat kematian yang tidak 
benar atau yang dipalsukan yaitu Surat kematian Nomor : 
87/UB/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. 
MARJUNI PANGKI. 
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak 
benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos yaitu 
1. Cek Pos senilai Rp. 2.099.400 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-
51/31/BLK/2007. No. Rek 50.24 No. Cek 456 atas nama A. 
SYAMSU UMAR 
2. Cek Pos senilai Rp. 1.080.200 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-
51/31/Blk/2007. No. Rek 50 14 No. Cek TN atas nama A. 
SYAMSU UMAR 
Yang seharusnya uang duka wafat dan asuransi kematian 
tersebut diterima oleh keluarga/ahli waris pensiunan, akan 
tetapi uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima 
oleh terdakwa H. ABD. RAZAK sendiri dengan menggunakan 
nama saksi ASMAWATI, ANDI SYAMSU ALAM dan nama 
terdakwa sendiri H. ABD. RAZAK. 
- Bahwa terdakwa selaku juru bayar pos telah melakukan 
pembayaran gaji pensiun yang telah meninggal dunia atau 
tidak berhak lagi sebesar Rp. 397.442.100,- (tiga ratus 
sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu 
seratus rupiah), serta telah mencairkan uang duka wafatt dan 
asuransi kematian dengan menggunakan dokumen-dokumen 
palsu sebesar Rp. 10.739.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga 
puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dimana gaji pensiun 
yang dibayarkan/dicairkan oleh terdakwa tersebut bersumber 
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dari dana APBN yang dikelola oleh PT. Taspen (persero) dan 
disalurkan/dibayarkan melalui PT. POS INDONESIA (persero), 
maka perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan 
Negara sebesar Rp. 408.181.900,- (empat ratus delapan juta 
seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU no. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. 
 
Atau, ketiga: 
Bahwa ia terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd dalam kedudukannya 
selaku juru bayar PT. Pos Kabupaten Bulukumba, pada waktu dan 
tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, 
telah dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga 
yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau 
surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 
atau membantu dalam melakuka perbuatan tersebut. Perbuatan 
tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 
Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pemerintah Republik Indonesia 
memberikan Jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-
jasa pegawai negeri yang bertahun-tahun bekerja dalam dinas 
pemerintahan yang anggarannya dibebankan pada Anggara 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian di 
dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 
menyatakan bahwa Masa Kerja untuk menetapkan hak dan 
besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk 
pensiun ialah: 
a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri 
b. Waktu bekerja sebagai anggota ABRI 
c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan 
menerima penghasilan dari anggaran Negara atau anggaran 
perusahaan Negara, bank Negara 
d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar 
dalam pemerintahan Republik Indonesia pada masa 
perjuangan phisik; 
e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan; 
f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan; 
g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir 
besubsidi. 
- Bahwa kemudian PT. TASPEN selaku Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) non bank ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
melayani kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri dimana 
programnya adalah Pembayaran Pensiun dan Pembayaran 
Tabungan Hari Tua, yang kemudian dalam melaksanakan 
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program tersebut PT. TASPEN mengadakan kerjasama dengan 
Pihak Ketiga dalam pembayaran gaji pensiun yang salah 
satunya adalah PT. POS INDONESIA (Persero) melalui 
perjanjian Kerjasama Nomor PT> TASPEN (Persero) : 
JAN/09/DIR/2006 dan Nomor PT. POS INDONESIA (Persero) ; 
PKS/22/DIRBISKUG/0306 tanggal 27 Maret 2006. 
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut dibuat Surat 
Edaran Bersama antara PT. Taspen (Persro) dengan PT. POS 
INDONESIA (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen yang 
kemudian menetapkan mekanisme pembayaran gaji pensiun 
tersebut adalah sebagai berikut: 
- Peserta mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) 
Klim ke PT. Taspen sesuai dengan kepentingan misalnya 
SP4A untuk pegawai negeri yang akan pensiun. 
- Setelah persyaratan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka 
SPP klim siap dibayar. 
- Pembayaran SPP Klim di Taspen biasa disebut dengan 
Istilah non dapem dapat dibayarkan di loket taspen atau 
rekening Bank atau di Kantor Pos. 
- Untuk selanjutnya pembayaran Pensiun dibayarkan melalui 
Kantor Bayar yang dipilih oleh pensiunan yakni Rekening 
Bank atau Tunai di PT. POS 
- Sarana pembayaran adalah Dapem ( Daftar Pembayaran) 
susulan untuk bulan pertama dan Dapem Induk untuk bulan-
bulan berikutnya. 
- Bahwa atas dasar surat Perjanjian Kerjasama antara PT. 
Taspen (Persero) dan PT. POS INDONESIA tersebut PT. POS 
INDONESIA BULUKUMBA melakukan [elayanan pembayaran 
gaji pensiun dan menunjuk terdakwa  H. ABD. RAZAK, S.Pd 
selaku Juru Bayar Pensiun. 
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pensiun tersebut 
terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak melaksanakan 
mekanisme yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran 
Bersama dan tetap melakukan pembayaran terhadap 
pensiunan yang tidak berhak lagi menerima pensiun oleh 
karena telah meninggal dunia atau telah menikah lagi. Adapun 
pensiun yang tidak berhak menerima pensiun tersebut yaitu: 
1. H. BEDDU, pensiunan veteran, yang tidak berhak lagi 
menerima pensiun oleh karena telah meninggal dunia sejak 
tahun 2001 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunannya, akan tetapi masih terbayarkan 
sampai dengan Agustus 2008, sedangkan keluarga 
H.BEDDU telah melaporkan bahwa yang bersangkutan 
telah meninggal dunia, akan tetapi terdakwa H. ABD. 
RAZAK tetap melakukan pembayaran dan pembayaran 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. H. BEDDU 
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2. MASSALESSE, pendiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh Ny. HARANI sebagai istri sah 
MASSALESSE yang kemudian meninggal pada  tanggal 04 
juli 2000 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MASSALESSE/Ny. 
HARANI tetap dibayarkan sampai dengan bulan April 2008, 
walaupun ahli waris MASSALESSE/Ny. HARANI telah 
melaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. 
HARANI telah meninggal dunia dan gaji pensiunan yang 
dibayarkan tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. 
HARANI 
3. ST. SAIRAH KENNU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada bulan Agusturs 
2002, yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi  
ST. SYAHIDAH selaku ahli waris dari ST. SAIRAH KENNU, 
akan tetapi saksi ST.SAHIDAH tidak berhak lagi menerima 
gaji pensiun tersebut oleh karena ST. SAHIDAH telah 
menikah pada tanggal 08 November 2001 dan perkawinan 
tersevut pada tahun 2003 telah dilaporkan kepada terdakwa 
H. ABD. RZAK, akan tetapi terdakwa H. ABD. RAZAK tetap 
melakukan pembayaran gaji pensiu ST. SAIRAH KENNU 
sampai Oktober 2007 
4. ABDUL RASYID MANRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 
Desember 1997 yang kemudian gaji pensiunnya diterima 
oleh SITTI AMINAH selaku istri sah ABDUL RASYID 
MANRU, yang kemudian meninggal pada tanggal 18 
Agustus 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak 
menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun ABDUL 
RASYID MANRU/SITTI AMINAH tetap dibayarkan sampai 
dengan bulan juli 2007, walaupun ahli waris ABDUL 
RASYID MANDUR/SITTI AMINAH telah melaporkan kepada 
terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa SITTI AMINAH telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris SITTI 
AMINAH. 
5. MUHAMMAD ALI, pensiunan Veteran, yang telah meninggal 
dunia pada tanggal 07 Juli 2000 yang kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh SITTI selaku istri sah dari 
MUHAMMAD ALI yang kemudian meninggal dunia pada 
tanggal 23 Maret 2005 dan tidak ada lagi ahli waris yang 
berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun 
SITTI masih tetap dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 
2008 dan gaji pensiun yang dibayarkan tersebut tidak 
pernah diterima oleh ahli waris MUHAMMAD ALI/SITTI. 
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6. MADUNG LEHO, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal pada tanggal 17 Ramadhan tahun 
1980 yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. 
SATTI selaku istri sah dari MADUNG LEHO yang kemudian 
meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2005 dan tidak 
ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiunnya, 
akan tetapi gaji pensiun MADUNG LEHO/SATTI tetap 
dibayarkan sampai bulan Maret 2008 walaupun telah 
dilaporkan kepada H. ABD. RAZAK, S.Pd bahwa SATTI 
telah meninggal dunia dengan memasukkan surat 
keterangan kematian dan gaji pensiun yang dibayarkan oleh 
H. ABD. RAZAK tidak pernah diterima oleh ahli waris 
MADUNG LEHO/SATTI. 
7. MUHAMMAD DJAFAR, pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 
2004 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun MUHAMMAD 
DJAFAR tetap dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, 
S.Pd sampai bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris 
MUHAMMAD DJAFAR telah memasukkan surat keterangan 
kematian dan gaji yang dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. 
RAZAK, S.Pd tidak pernah diterima oleh ahli waris 
MUHAMMAD DJAFAR 
8. Hj. MARWIAH, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2006 dan 
tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji 
pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun Hj. MARWIAH tetap 
dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd sampai 
bulan Oktober 2007 walaupun ahli waris Hj. MARWIAH 
telah memasukkan surat keterangan kematian dan gaji yang 
dibayarkan oleh terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tidak 
pernah diterima oleh ahli waris Hj. MARWIAH. 
9. SUADING, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1987, yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh saksi Hj. MULIANA 
K selaku istri sah dari SUADING, akan tetapi saksi Hj. 
MULIANA K tidak berhak lagi menerima gaji pensiun 
tersebut oleh karena telah menikah lagi pada bulan April 
2006 dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan tidak 
pernah lagi menerima gaji pensiun SUADING, akan tetapi 
terdakwa H. ABD. RAZAK tetap mencairkan gaji pensiun 
SUADING sampai bulan Maret 2008. 
10. ABDULLAH TOKO, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000, yang 
kemudian gaji pensiunannya diterima oleh Ny. BANDRI 
selaku istri sah dari ABDULLAH TOKO, yang kemudian 
meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada 
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lagi ahli waris yang berhak menerima pensiunnya, akan 
tetapi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI tetap 
dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2008 walaupun ahli 
waris ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI telah melaporkan 
kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ABDULLAH 
TOKO/Ny. BANDRI. 
Bahwa kemudian terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tanpa 
sepengetahuan ahli waris ABDULLAH TOKO mengurus 
mutasi gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke 
Kantor Pos Bantaeng dan kemudian meminta juru bayar 
pensiun kantor Pos Bantaeng yaitu saksi Muhammad 
Syarifuddin untuk mentransfer gaji pensiun tersebut ke 
rekening terdakwa H. ABD. RAZAK pada Bank Muamalat 
dengan nomor 601923911911899901, sehingga saksi 
Muhammad Syarifuddin mentransfer gaji pensiun 
ABDULLAH TOKO/Ny. BANDRI ke rekening terdakwa H. 
ABD. RAZAK, S.Pd. 
11. Ny. BANDRI, pensiunan veteran, yang telah meinggal dunia 
pada tanggal 30 Juni 2006 dan tidak ada lagi ahli waris 
yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji pensiun 
Ny. BANDRI tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 
2008 walaupun ahli waris Ny. BANDRI telah melaporkan 
kepada terdakwa H. ABD. RAZAK bahwa Ny. BANDRI telah 
meninggal dunia dan gaji pensiunan yang dibayarkan 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris Ny. BANDRI. 
Bahwa kemudian terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd tanpa 
sepengatahuan ahli waris Ny. BANDRI mengurus mutasi 
gaji pensiun Ny. BANDRI ke Kantor Pos Bantaeng yaitu 
saksi Muhammad Syarifuddin untuk mentransfer gaji 
pensiun tersebut ke rekening terdakwa H. ABD. RAZAK 
pada Bank Muamalat dengan nomor 
6019239119118999901, sehingga saksi Muhammad 
Syarifuddin mentransfer gaji pensiun ABDULLAH TOKO/Ny. 
BANDRI ke rekening terdakwa H. ABD. RAZA, S.Pd. 
12. BADULLAH SANRE, pensiunan veteran, yang telah 
meninggal dunia yang kemudian gaji pensiunnya diterima 
oleh PAKKE sebagai istri sah, yang kemudian meninggal 
dunia pada tanggal 11 April 2003 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima pensiunnya, akan tetapi gaji 
pensiun BADULLAH SANRE/Ny. PAKKE tetap dibayrkan 
sampai dengan bulan Juli 2008, oleh karena Ny. PAKKE 
mempunyai utang kepada terdakwa H. ABD. RAZA sebesar 
Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga setelah Ny. 
PAKKE meninggal dunia dan tidak berhak menerima 
pensiun lagi terdakwa tetap memotong gaji pensiun Ny. 
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PAKKE sampai bulan Oktober 2007 yaitu sebesar  Rp. 
285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diterima 
oleh HAMSINAH yang juga sudah tidak berhak lagi 
menerima gaji pensiun tersebut. 
13. JAFAR, pensiunan ABRI, yang telah meninggal dunia yang 
kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. BALINAG DG. 
LINA sebagai istri yang sah, yang kemudian meninggal 
dunia pada tanggal 19 Juni 2005 dan tidak ada lagi ahli 
waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, akan 
tetapi gaji pensiun JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA masih 
tetap dibayarkan sampai denga  bulan Oktober 2007 akan 
tetapi gaji yang dibayarkan tersebut tidak pernah diterima 
oleh ahli waris JAFAR/Ny. BALINAG DG. LINA. 
14. AMRI PIARE, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh orang tuanya yaitu PIARE yang 
juga telah meninggal dunia pada akhir 2004 dan tidak ada 
lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun tersebut, 
akan tetapi gaji pensiun AMRI PIARE/PIARE tetap 
dibayarkan hingga bulan Oktober 2007 walaupun gaji 
tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris AMRI 
PIARE/PIARE. 
15. SITTI SUHRA, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2003, kemudian 
gaji pensiunnya diterima oleh saksi BAHARUDDIN MUDA 
sebagai suami yang sah dari SITTI SUHRA. Bahwa 
kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2005 saksi 
BAHARUDDIN MUDA menikah lagi dengan Syamsiah Noor 
dan telah dilaporkan kepada terdakwa H. ABD. RAZAK, 
namun terdakwa tetap membayarkan uang pensiun tersebut 
kepada BAHARUDDIN MUDA hingga bulan Oktober 2006, 
dan kemudian oleh H. ABD. RAZAK melanjutkan 
pembayaran tersebut hingga Maret 2008 dan tidak lagi 
diberikan kepada saksi BAHARUDDIN MUDA. 
16. MUHAMMAD PUDAEL, pensiunan Veteran, yang telah 
meninggal dunia pada tanggal 26 Mei  2007 dan tidak ada 
lagi yang berhak menerima gaji pensiunnya tetapi oleh H. 
ABD. RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007. 
17. H. MAPPISAU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1999, kemudian gaji 
pensiunnya diterima oleh Hj. ANDI DAYA sebagai istri yang 
sah, yang kemudian meninggal pada bulan Mei 2007 dan 
tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun 
H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA, akan tetapi oleh terdakwa H. 
ABD. RAZAK tetap dibayarkan hingga Oktober 2007, dan 
tidak ada ahli waris H.MAPPISAU/Hj. ANDI DAYA yang 
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menerima gaji pensiun yang dicairkan oleh terdakwa 
tersebut. 
18. H. A. AMBO PAI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2005, 
kemudian gajinya diterima oleh Hj. SALEMMA selaku istri 
yang sah, kemudian Hj. SALEMMA telah meninggal pada 
tanggal 17 Desember 2005 dan tidak ada lagi ahli warisnya 
yang berhak menerima gaji pensiun H. A. AMBO PAI/Hj. 
SALEMMA, akan tetapi terdakwa H. ABD. RAZAK tetap 
melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2007 namun 
tidak ada lagi ahli waris H. A. AMBO PAI/Hj. SALEMMA 
yang menerima gaji pensiun tersebut. 
19. A. MARALING DG. SITUJU, pensiunan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, 
yang kemudian gaji pensiunnya diterima oleh Ny. SITTI 
AMIN sebagai istri yang sah. Bahwa kemudian Ny. SITTI 
AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 dan 
tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun 
A. MARALING DG. SITUJU/Ny. SITTI AMIN, akan tetapi 
terdakwa H. ABD. RAZAK tetap melakukan pembayaran 
gaji pensiun A. MARALING DG. SITUJU/Ny. SITTI AMIN 
sampai dengan bulan Oktober 2007 walapun telah 
disampaikan surat kematian dan pembayaran tersebut tidak 
diterima oleh ahli waris A. MARALING DG. SITUJU/Ny. 
SITTI AMIN. 
20. A. MAPPATUNRU, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan tidak ada 
lagi yang berhak menerima pensiunnya oleh karen istri 
MAPPATUNRU yaitu DJUHRA telah meninggal terlebih 
dahulu, akan tetapi sejak tahun 1995 gaji pensiun 
MAPPATUNRU tetap dibayarkan sampai bulan Oktober 
2007 
21. SITTI HADELANG, Pensiunan Pegawai  Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 
2007 dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima 
gaji pensiunnya, akan tetapi oleh terdakwa masih tetap 
dibayarkan walaupun tidak ada yang menerima gaji 
tersebut. 
22. ABDUL KARIM, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2006, 
dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima gaji 
pensiunnya, tetapi masih tetap dibayarkan oleh terdakwa 
walaupun tidak ada ahli waris yang menerima gaji tersebut. 
23. ANDI COMA, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
telah  meninggal dunia dan gaji pensiunnya diterima oleh 
ABDUL BASIR MANURUNG, BA, akan tetapi ABDUL 
BASIR MANURUNG, BA telah menikah lagi dan setelah 
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anaknya berusia 21 tahun pada tahun 1999 ABDUL BASIR 
MANURUNG melaporkan ke kantor pos, sehingga sejak 
tahun 1999 tidak pernah menerima gaji pensiun ANDI 
COMA. 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakuka 
pembayaran terhadap pensiun/janda/duda yang telah 
meninggal dunia tersebut bertentangan dengan pasal 25 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan 
bahwa pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-
janda berakhir pada akhir bulan : 
a. Janda-duda yang bersangkutan meninggal dunia. 
b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat 
untuk menerimanya. 
- Bahwa pembayaran gaji pensiun yang dilakukan oleh terdakwa 
H. ABD. RAZAK, S.Pd tersebut juga tidak sesuai Surat Edaran 
Bersama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos 
Indonesia (Persero) Nomor : SEB-20/DIR/2006 dan Nomor : 
SEB-58/DIRBISKUG/0706, yang menentukan bahwa syarat-
syarat yang harus diperlihatkan seorang pensiun pada saat 
menerima gaji pensiun di kantor bayar khususnya kantor Pos 
yaitu : 
- Menunjukan kartu indentitas pensiun (Karip). 
- Dari pihak kasir mencocokan antara karip dengan 
pembayaran karip sendiri dan bila orang lain yang membawa 
karip, maka harus dengan surat kuasa yang dibatasi untuk 4 
bulan. 
- Dari karip dicocokkan KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun). 
- Di dalam Karip ada foto, tanda tangan, tanggal lahir, alamt, 
keluarga, sedangkan di dalam KP2 juga ada foto, specimen 
tanda tangan, tanggal lahir dan ada kolom tanda tangan 
penerima gaji pensiun. 
- Bahwa terdakwa juga tidak menjalankan mekaisme control 
untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiunnya pada 
kantor bayar khususnya Kantor Pos, yakni : 
- Untuk pensiunan yang tidak mengambil gaji pensiun selama 
2 bulan masuk ke DAFTAR MUTASI 1, uang pensiun masih 
tersimpa di kantor pos. 
- Kemudian pada bulan ke tiga apabila tidak mengambil juga 
masuk DAFTAR MUTASI 2 yang uangnya disetorkan ke PT 
TASPEN. 
- Sedangkan DAMU 3 adalah daftar nama pensiunan yang 
tidak berhak atau meninggal dunia 
- Bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang 
tidak berhak, maka terjadi kelebihan pembayaran terhadap 
pensiun-pensiun dengan total jumlah Rp. 397.442.100 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd telah menggunakan 
dokumen-dokumen palsu berupa surat keterangan kematian 
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untuk mencairkan uang duka wafat dan asuransi kematian 
senilai Rp. 10.739.800 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh 
sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan menggunakan 
saksi A. SYAMSU UMAR dan saudaranta sendiri yaitu saksi 
ASMWATI untuk menandatangani chek pos, dengan cara 
sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd mencairkan Uang 
Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. 
MARWIAH dengan mengatasnamakan saudaranya sendiri 
yakni saksi ASMAWATI dengan menggunakan dokumen surat 
kematian yang tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat 
Kematian Nomor : 07/KLC/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani 
oleh saksi A. MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris 
Hj. MARWIAH tidak pernah menyuruh memberi surat kuasa 
kepada terdakwa maupun saksi ASMAWATI untuk mencairkan 
Uang Duk Wafat dan Asuransi Kematian atas nama Hj. 
MARWIAH. 
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian tersebut PT. 
Taspen meproses Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui 2 (dua) cek pos yaitu 
: 
1. Cek Pos senilai Rp. 2.456.100 tanggal 15 pebruari 2008 No. 
Gir10/BLK/2008 No. Rek Ms 50.27 No. Cek 134 atas nama 
ASMAWATI. 
2. Cek Pos senilai Rp.2.968.800 tanggal 15 Pebruari 2008 No. 
Gir-5110/BLK/2008 No. Rek Ms 50.14 No. Cek 70 atas 
nama ASMAWATI. 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan 
Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan Hj. 
BALINANG DG. LINA dengan mengatasnamakan terdakwa 
sendiri, dengan menggunakan dokumen surat kematian yang 
tidak benar atau yang dipalsukan yaitu Surat Kematian Nomor : 
42/KLC/IX/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. 
MARJUNI PANGKI, padahal keluarga/ahli waris Hj. BALINANG 
DG. LINA tidak pernah menyuruh dan memberi surat kuasa 
kepada terdakwa untuk mengurus surat keterangan kematian 
dan mencairkan Uang Duka Wafat serta Asuransi Kematian 
atas nama Hj. BALINANG DG. LINA. 
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak 
benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos senilai Rp. 
2.135.300 tanggal 07 Desember 2007 No. Gir 51/89/BLK/2007 
no. Rek. Ms 50 27 No. Cek. 1821 Atas nama H. ABD RAZAK. 
- Bahwa terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd juga telah mencairkan 
Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian An. Pensiunan ABD. 
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KARIM dengan mengatasnamakan ANDI SYAMSU UMAR, 
dengan menggunakan dokumen srat kematian yang tidak 
benar atau yang dipalsukan yaitu Surat kematian Nomor : 
87/UB/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Kelurahan Caile yang ditandatangani oleh saksi A. 
MARJUNI PANGKI. 
- Bahwa kemudian dengan dasar surat kematian yang tidak 
benar tersebut PT. Taspen memproses Uang Duka Wafat 
tersebut yang kemudian dicairkan melalui cek pos yaitu 
1. Cek Pos senilai Rp. 2.099.400 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-
51/31/BLK/2007. No. Rek 50.24 No. Cek 456 atas nama A. 
SYAMSU UMAR 
2. Cek Pos senilai Rp. 1.080.200 tanggal 5 Mei 2007 No. Gir-
51/31/Blk/2007. No. Rek 50 14 No. Cek TN atas nama A. 
SYAMSU UMAR 
Yang seharusnya uang duka wafat dan asuransi kematian 
tersebut diterima oleh keluarga/ahli waris pensiunan, akan 
tetapi uang duka wafat dan asuransi kematian tersebut diterima 
oleh terdakwa H. ABD. RAZAK sendiri dengan menggunakan 
nama saksi ASMAWATI, ANDI SYAMSU ALAM dan nama 
terdakwa sendiri H. ABD. RAZAK. 
- Bahwa terdakwa selaku juru bayar pos telah melakukan 
pembayaran gaji pensiun yang telah meninggal dunia atau 
tidak berhak lagi sebesar Rp. 397.442.100,- (tiga ratus 
sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu 
seratus rupiah), serta telah mencairkan uang duka wafatt dan 
asuransi kematian dengan menggunakan dokumen-dokumen 
palsu sebesar Rp. 10.739.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga 
puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dimana gaji pensiun 
yang dibayarkan/dicairkan oleh terdakwa tersebut bersumber 
dari dana APBN yang dikelola oleh PT. Taspen (persero) dan 
disalurkan/dibayarkan melalui PT. POS INDONESIA (persero), 
maka perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan 
Negara sebesar Rp. 408.181.900,- (empat ratus delapan juta 
seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). 
 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian di atas maka Penuntut Umum menuntut 
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberatasan Tidank Pidana Korupsi jo. UU No. 20 
Tahun 2001 tentang  Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, 
sebagaimana dalam dakwaan kedua; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd 
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda 
sebesar Rp. 50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 
(tiga) bulan kurungan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SAERAH KENNU. 
2. Berkas Pensiunan atas nama MUH. PUDAEL. 
3. Berkas Pensiunan atas nama ABD. RASYID MANRU / 
SITTI AMINAH. 
4. Berkas Pensiunan atas nama A. COMA, BA. 
5. Berkas Pensiunan atas nama ABDUL RACHMAN. 
6. Berkas Pensiunan atas nama BEDDU P. 
7. Berkas Pensiunan atas nama MUH.DJAFAR. 
8. Berkas Pensiunan atas nama SITTI HADELANG. 
9. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SUHRA / 
BAHARUDDIN MUDA. 
10. Berkas Pensiunan atas nama SITTI. 
11. Berkas Pensiunan atas nama H. AMBO PAI / HJ. 
SALEMBA. 
12. Berkas Pensiunan atas nama DAMING ARU / SITTI 
WAHIMAH. 
13. Berkas Pensiunan atas nama PIARE. 
14. Berkas Pensiunan atas nama BADULLAH RANSE / 
RUKKE. 
15. Berkas Pensiunan atas nama SITTI MARWIAH. 
16. Berkas Pensiunan atas nama NY. BALINAK DG. LINA. 
17. Berkas Pensiunan atas nama ABD. KARIM. 
18. Berkas Pensiunan atas nama MULIANA 
19. KP-2 atas nama BAHARUDDIN MUDA, S.Ag. 
20. KP-2 atas nama Ny. PAKKE. 
21. KP-2 atas nama BEDDU. 
22. KP-2 atas nama Ny, HARANI. 
23. KP-2 atas nama Ny. TIJA. 
24. KP-2 atas nama Ny. SAINAB. 
25. KP-2 atas nama MUH. DJAFAR. 
26. KP-2 atas nama ST. SYAHIDAH, AK. 
27. KP-2 atas nama PIARE. 
28. KP-2 atas nama JUHRAH 
29. KP-2 atas nama JUAERIAH ARKAM. 
30. Daftar Mutasi I (Belum mengambil pensiun / masih akan 
dibayarkan) bulan Nopember 2007 sampai dengan April 
2008. 
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31. Daftar Mutasi III (yang tidak berhak / ganda) bulan 
Nopember 2007 sampai dengan April 2008. 
32. KP-2 atas nama BANRI PR. 
33. KP-2 atas nama Ny. BANRI. 
34. KP-2 atas nama Ny. SITTI. 
35. Surat Pernyataan bahwa telah mengembalikan / disetorkan 
kembali kelebihan dana pensiun ke PT. POSINDO Cab. 
Bulukumba yang ditandatangani oleh H. Abd. Razak, S.Pd. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan 
dalam perkara lain.  
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
Menerima dan mengutip hal hal sebagaimana tersebut 
dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba 
tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 165/PID.B/2010/PN.BLK, 
amarnya berbunyi sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa H. ABD. RAZAK, S.Pd. terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABD. RAZAK, 
S.Pd. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan 
oleh terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan barang bukti : 
1. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SAERAH KENNU. 
2. Berkas Pensiunan atas nama MUH. PUDAEL. 
3. Berkas Pensiunan atas nama ABD. RASYID MANRU / 
SITTI AMINAH. 
4. Berkas Pensiunan atas nama A. COMA, BA. 
5. Berkas Pensiunan atas nama ABDUL RACHMAN. 
6. Berkas Pensiunan atas nama BEDDU P. 
7. Berkas Pensiunan atas nama MUH. DJAFAR. 
8. Berkas Pensiunan atas nama SITTI HADELANG. 
9. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SUHRA / 
BAHARUDDIN MUDA 
10. Berkas Pensiunan atas nama SITTI 
11. Berkas Pensiunan atas nama H. AMBO PAI / HJ. 
SALEMBA. 
12. Berkas Pensiunan atas nama DAMING ARU / SITTI 
RAHIMAH. 
13. Berkas Pensiunan atas nama PIARE. 
14. Berkas Pensiunan atas nama BADULLAH RANSE / 
RUKKE. 
15. Berkas Pensiunan atas nama SITTI MARWIAH. 
16. Berkas Pensiunan atas nama NY. BALINAK DG. LINA. 
17. Berkas Pensiunan atas nama ABD. KARIM. 
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18. Berkas Pensiunan atas nama MULIANA. 
19. KP-2 atas nama BAHARUDDIN MUDA, S.Ag. 
20. KP-2 atas nama Ny. PAKKE. 
21. KP-2 atas nama BEDDU. 
22. KP-2 atas nama Ny. HARANI. 
23. KP-2 atas nama Ny. TIJA. 
24. KP-2 atas nama NY. SAINAB. 
25. KP-2 atas nama MUH. DJAFAR. 
26. KP-2 atas nama ST. SYAHIDAH, AK. 
27. KP-2 atas nama PIARE. 
28. KP-2 atas nama JUHRAH. 
29. KP-2 atas nama JUAERIAH ARKAM. 
30. Daftar Mutasi I (Belum mengambil pensiun / masih 
akan dibayarkan) bulan Nopember 2007 sampai 
dengan April 2008. 
31. Daftar Mutasi III (yang tidak berhak / ganda) bulan 
Nopember 2007 sampai dengan April 2008. 
32. KP-2 atas nama BANRI PR. 
33. KP-2 atas nama Ny. BANRI. 
34. KP-2 atas nama Ny. SITTI. 
35. Surat Pernyataaan bahwa telah mengembalikan / 
disetorkan kembali kelebihan dana pensiun ke PT. 
POSINDO Cab. Bulukumba yang ditandatangani oleh 
H. Abd. Razak, S.Pd. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 
5. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan PN Bulukumba 
Adapun amar putusan di tingkat PN Bulukumba dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd. terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd., 
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh 
terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman kurungan 
selama 1 (satu) bulan 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SAERAH KENNU. 
2. Berkas Pensiunan atas nama MUH. PUDAEL. 
3. Berkas Pensiunan atas nama ABD. RASYID MANRU / 
SITTI AMINAH. 
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4. Berkas Pensiunan atas nama A. COMA, BA. 
5. Berkas Pensiunan atas nama ABDUL RACHMAN. 
6. Berkas Pensiunan atas nama BEDDU P. 
7. Berkas Pensiunan atas nama MUH.DJAFAR. 
8. Berkas Pensiunan atas nama SITTI HADELANG. 
9. Berkas Pensiunan atas nama SITTI SUHRA / 
BAHARUDDIN MUDA. 
10. Berkas Pensiunan atas nama SITTI. 
11. Berkas Pensiunan atas nama H. AMBO PAI / HJ. 
SALEMBA. 
12. Berkas Pensiunan atas nama DAMING ARU / SITTI 
WAHIMAH. 
13. Berkas Pensiunan atas nama PIARE. 
14. Berkas Pensiunan atas nama BADULLAH RANSE / 
RUKKE. 
15. Berkas Pensiunan atas nama SITTI MARWIAH. 
16. Berkas Pensiunan atas nama NY. BALINAK DG. LINA. 
17. Berkas Pensiunan atas nama ABD. KARIM. 
18. Berkas Pensiunan atas nama MULIANA 
19. KP-2 atas nama BAHARUDDIN MUDA, S.Ag. 
20. KP-2 atas nama Ny. PAKKE. 
21. KP-2 atas nama BEDDU. 
22. KP-2 atas nama Ny, HARANI. 
23. KP-2 atas nama Ny. TIJA. 
24. KP-2 atas nama Ny. SAINAB. 
25. KP-2 atas nama MUH. DJAFAR. 
26. KP-2 atas nama ST. SYAHIDAH, AK. 
27. KP-2 atas nama PIARE. 
28. KP-2 atas nama JUHRAH 
29. KP-2 atas nama JUAERIAH ARKAM. 
30. Daftar Mutasi I (Belum mengambil pensiun / masih akan 
dibayarkan) bulan Nopember 2007 sampai dengan April 
2008. 
31. Daftar Mutasi III (yang tidak berhak / ganda) bulan 
Nopember 2007 sampai dengan April 2008. 
32. KP-2 atas nama BANRI PR. 
33. KP-2 atas nama Ny. BANRI. 
34. KP-2 atas nama Ny. SITTI. 
35. Surat Pernyataan bahwa telah mengembalikan / disetorkan 
kembali kelebihan dana pensiun ke PT. POSINDO Cab. 
Bulukumba yang ditandatangani oleh H. Abd. Razak, S.Pd. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan 
dalam perkara lain. 





5. Memori Banding dari Penasihat Hukum 
Berikut adalah memori banding yang diajukann oleh Penasihat 
Hukum terdakwa tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
A. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TELAH 
KELIRU MENERAPKAN HUKUM MENGENAI ADANYA 
KERUGIAN NEGARA. 
1.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 136 
paragraf ke 6, yang pada dasarnya menyatakan “Menimbang, 
bahwa Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, 
menegaskan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau 
Perekonomian Negara tidak menghapus pidanya pelaku 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3”. 
Selanjutnya pada pertimbangan hukumnya pada halaman 138 
paragraf ke 3 yang pada dasarnya menyatakan: “Menimbang, 
bahwa selain itu oleh karena selama dalam proses 
pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan 
adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat 
dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf „h‟ KUHAP, 
terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian 
cukup alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
tersebut, termasuk pengembalian kerugian Negara yang telah 
dikembalikan oleh terdakwa tidaklah dapat menghapus 
kesalahan atau sifat pidanan yang dilakukan oleh Terdakwa 
hal tersebut sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan UU No. 31 1999”. 
1.2. Bahwa pertimbangan hukum judex Facti di atas, yang 
mendasari putusan dinyatakan Pembanding terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi, adalah pertimbangan 
hukum YANG TIDAK TEPAT DAN MENGANDUNG SUATU 
KEKELIRUAN; 
1.3. Bahwa secara ekplisit ketentuan Pasal 1 butir 22 UURI No. 1 
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, telah 
menggariskan bahwa :       “Kerugian Negara / Daerah adalah 
: kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum, baik sengaja maupun lalai”. Berangkat pada kontruksi 
64 
dari maksud kerugian Negara yang digariskan oleh ketentuan 
Pasal 1 butir 22 UURI No. 1 Tahun 2004 di atas, telah 
memberikan suatu pemahaman secara yuridis bahwa adanya 
kekurangan uang yang nyata, dan kekurangan uang yang 
nyata dan pasti jumlahnya, yang mana hal ini yang menjadi 
unsur pokok yang harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana 
korupsi, sehingga terbukti atau tidaknya suatu perbuatan 
tindak pidana korupsi sangat ditentukan dari ada atau tidaknya 
kerugian Negara itu sendiri secara nyata dan pasti jumlahnya; 
1.4. Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam ketentuan Pasal 4 UU 
No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU 
No.31 Tahun 1999, menggariskan bahwa Pengembalian 
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak 
menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Namun, hal ini tidak dapat 
dijadikan tolak ukur karenan kerugian Negara sebagai unsur 
pokok yang haruslah dibuktikan dalm suatu tindak pidana 
korupsi, sehingga terbukti ada atau tidaknya suatu perbuatan 
tindak pidana korupsi sangat ditentukan dari ada atau tidaknya 
kerugian Negara itu sendiri; 
1.5. Bahwa relevansinya dengan pengembalian kerugian Negara 
yang telah dilakukan oleh Pembanding, maka telah 
membuktikan bahwa sama sekali tidak ada lagi kerugian 
Negara setalah adanya pengembalian kerugian Negara 
dimaksud, maka parameter apa yang idgunakan dalam 
menentukan kerugian Negara tersebut, sementara kerugian 
Negara itu sendiri telah dikembalikan oleh Pembanding dan 
telah diterima baik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri 
Bulukumba jauh sebelum adanya proses pemeriksaan di 
Pengadilan; 
1.6. Bahwa hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan secara 
cermat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bulukumba, dan 
tidak hanya semata-mata menjadikan tolok ukut ketentuan 
Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa 
Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, sebagai dasar 
pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan hukuman kepada 
Pembanding karena pertimbangan hukum ini sendiri secara 
langsung telah mengabaikan maksud dan hakekat dari 
kerugian Negara itu sendiri; Kecuali, jika ditinjau dari 
perspektif telah terbuktinya suatu kerugian Negara yang nyata 
dan pasti jumlahnya serta siap untuk dikembalikan oleh pelaku 
tindak pidana korupsi melalui proses persidangan, maka 
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pertimbangan hukum seperti sudah tepat dan relevan dengan 
penerapan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun1999, yang 
menggariskan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau 
Perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. 
Namun, dalam konteks perkara Pembanding sendiri, 
pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat, 
diterapkan karena faktanya bahwa pengembalian kerugian 
Negara tersebut telah dilakukan jauh sebelum Pembanding 
ditetapkan sebagai tersangka dan belum memasuki proses 
penyidikan; 
1.7. Bahwa kemudian mengenai jumlah kerugian Negara itu 
sendiri, maka tentunya tolak ukurnya adalah sesuai jumlah 
kerugian Negara yang dirumuskan Jakasa Penuntut Umum 
dalam dakwaanya. Namun fakta hukumnya lain karena 
ternyata yang terungkap dipersidangan hanyalah sebesar 
Rp.353.572.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus 
tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian 
sebagai berikut : 
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 29 Juni 2009, yang 
kemudian disetorkan tanggal 28 Agustus 2009 sebesar 
Rp.119.506.700,- (seratu sembilan belas juta lima ratus 
enam ribu tujuh ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 4 Oktober 2009 
sebesar Rp.262.165.900,- (dua ratus enam puluh dua juta 
seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 24 Mei 2010, yang 
kemudian disetorkan tanggal 10 Juni 2010 sebesar 
Rp.10.734.800,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat 
ribu delapan ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 14 Oktober, yang 
kemudian disetorkan tanggal 15 Pebruari 2010 sebesar 
Rp.91.406.400,- (sembilan puluh satu juta empat ratus 
enam ribu empat ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi (TGR) Tanggal 26 Maret 2010, yang 
kemudian disetorkan tanggal 18 Mei 2010 sebesar 
Rp.91.406.400,- (sembilan puluh satu juta empat ratus 
enam ribu empat ratus rupiah); 
1.8. Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah kerugian Negara, 
telah memberikan indikasi pula bahwa tidak konkritnya jumlah 
kerugian Negara sebagai elemen delik yang diuraikan dalam 
rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga 
seharusnya Judex facti dalam hal ini menjadikan sebagai 
pertimbangan pokok untuk membebaskan Pembanding; 
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1.9. Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa pengembalian kerugia 
Negara yang dilakukan Pembanding adalah jauh sebelum  
ditetapkannya sebagi tersangka oleh Penyidik Kejaksaan 
Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan 
Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-
01/R.4.22.Fd/01/2010. Dengan kata lain, bahwa 
pengembalian tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan, 
bukan pada tahp penyidikan (Pro Justitis), sehingga sama 
sekali tidak ada alasan untuk menetapkan Pembanding 
sebagai tersangka. Namun terlepas, apakah pengembalian 
kerugian Negara tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan 
dan atau tahap penyidikan, menurut hemat Pembanding 
bukanlah tolak ukur, melainkan tolak ukurnya dalah berkenaan 
dengan pembuktian mengenai adanya kerugian Negara itu 
sendiri. Hal inilah yang merupakan unsur pokok yang harus 
dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sangat 
penting karena alangkah tidak rasionalnya ketika kerugian 
Negara tersebut telah dikembalikan kemudian perlu lagi 
dilakukan upaya pembuktian atas kerugian Negara dimaksud, 
dan tentunya dalam pembuktian adanya kerugia Negara yang 
telah dikembalikan sebelumnya patut dipertanyakan 
parameter apa dalam menentukan perhitungan kerugian 
Negara yang telah dikembalikan tersebut; 
1.10. Bahwa oleh karena telah dikembalikannya kerugia Negara 
oleh Pembanding, maka unsur kerugian Negara dalam hal ini 
tidak terbukti, sehingga seharusnya Judex Facti yang 
memeriksa dan memutuskan perkara ini membebaskan 
Pembanding. Hal ini sejalan dengan doktrin, berupa pendapat 
para ahli hukum, yakni: 
- Professor Van Bemmelen dalam buku Dasar-Dasar Hukum 
Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. 
Halamn 199, berpendapat sebagai berikut : 
Bestanddelen atau bagian bagian dari delik itu : 
1. Terdapat di dalam rumusan dari delik; 
2. Oleh Penuntut Umum harus dicantumkan di dalam surat 
tuduhan; 
3. Harus dibuktikan di dalam peradilan 
4. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat 
dibuktikan, maka Hakim harus membebaskan tertuduh 
atau dengan perkataan lain Hakim harus memuruskan 
suatu vrijspraak. 
- Professor Simone dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana 
Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Halaman 
185, berpendapat sebagai berikut: 
a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa 
disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang 
ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana 
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pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum; 
b. Agar sesuatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalma undang-undang; 
c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, 
pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan 
hukum atau merupakan suatu “ onrechmatige 
handeling”. 
- Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam buku Dasar-Dasar 
Hukum Pidana Indonesia halaman 185, berpendapat 
bahwa tindak pidanan harus memenuhi 4 unsur, sebagai 
berikut : 
a. Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat 
dalam rumusan delik; 
b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas 
perbuatannya; 
c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan 
d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat 
penyerta seperti dimaksud di atas, itu merupakan syarat 
yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu 
memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan 
delik. 
 
2. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TIDAK 
MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR KARENA 
PEMBANDING SEHARUSNYA DIBEBASKAN DENGAN ALASAN 
KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK PASTI JUMLAHNYA. 
2.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 136 
paragraf ke 3, yang pada dasarnya menyatakan “Menimbang, 
bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Broto Laras 
bahwa akibat pembayaran gaji pensiun kepada orang yang 
tidak berhak, yang dilakukan oleh terdakwa maka terjadi 
kelebihan pembayaran terhadap pensiun-pensiun yang tidak 
berhak sebanyak RP.353.572.000,- (tiga ratus lima puluh tiga 
juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)”. Sedangkan 
pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 136 paragraf 
4, yang menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan 
pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
terbukti telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini 
PT.TASPEN (Persero)”. 
2.2. Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum Judex 
Facti di atas dikaitkan dengan pengembangan kerugian 
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Negara yang telah dilakukannya sebelumnya oleh 
pembanding sebesar RP.511.052.500,-. (lima ratus sebelas 
juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka nyatalah 
bahwa Judex Facti dalam hal ini tidak menerapkan hukum 
dengan baik. Hal ini dikatakan demikian, sebab dengan 
merujuk pada konstruksi kerugian Negara yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ditinjau dari 
ketentuan Pasal 1 butir 22 UURI No. 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara, ayng berbunyi : “Kerugian 
Negara/Daerah adalah: Kekurangan uang, surat berharga dan 
barang, yang nyata dan passti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”, maka 
telah terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini 
dipandang tidak dapat membuktikan dakwaannya mengenai 
jumlah yang pasti dari kerugian Negara dimaksud; 
2.3. Bahwa seharusnya hal inilah yang patut dipertimbangkan oleh 
Judex Facti karena tolak ukur pemeriksaan mengenai ada 
atau tidaknya dan kecil besaarnya kerugian Negara dimaksud 
adalah tolak ukurnya ada apada rumusan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, sehingga apabila dakwaan yang dirumuskan 
Jaksa Penuntut Umum, salah satu unsur tindak pidana yang 
didakwakan tidak terbukti, maka konsekuensi yuridisnya, 
Pembanding harus dibebaskan; Hal ini sejalan dengan 
pendapat yang dikemukakan sebelumnya oleh Professor Van 
Bemmelen dan Professor Simons dan Drs. P.A.F. Lamintang; 
2.4. Bahwa selain itu, hal patut dipertanyakan relevansinya dengan 
telah terungkapnya fakta hukum bahwa kerugian Negara 
hanya sebesar RP.353.572.000,-. (tiga ratus lima puluh tiga 
juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)” adalah apakah 
telah terjadi kkerugian Negara, sementara disatu sisi 
Pembanding telah mengembalikan kerugian Negara sebesar 
RP.511.052.500,-. (lima ratus sebelas juta lima puluh dua ribu 
lima ratus rupiah), yang melebihi dari kerugian Negara 
sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti dia atas, 
maka jawabannya adalah jstru Negara dalam hal ini 
mengalami keuntungan dari pengembalian yang telah 
dilakukan oleh Pembanding; 
2.5. Bahwa oleh akrena itu, menurut Pembanding alangkah tidak 
memenuhinya rasa keadilan apabila disatu sisi Pembanding 
telah mengembalikan kerugian Negara melebihi kerugian 
Negara itu sendiri, tetapi disisi lain Pembanding tetap 
diperhadapkan dan dijatuhi hukuman karena dianggap telah 





3. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TIDAK 
MENERAPKAN HUKUM DENGAN BAIK KARENA PERBUATAN 
PEMBANDING ADALAH MERUPAKAN KESALAHAN 
ADMINISTRASI. 
3.1. Bahwa merupakan fakta hukum bahwa Pembanding telah 
mengembalikan kerugian Negara, sebagai berikut : 
- Tuntutan ganti rugi Tanggal 29 Juni 2009, yang kemudian 
disetorkan tanggal 28 Agustus 2009 sebesar 
RP119.506.700,-. (seratus sembilan belas juta lima ratus 
enam ribu tujuh ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi Tanggal 4 Oktober 2009 sebesar 
RP.262.165.900,-. (dua ratus enam puluh dua juta seratus 
enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi Tanggal 24 Mei 2010, yang kemudian 
disetorkan tanggal 10 Juni 2010 sebesar RP.10.734.800,-. 
(sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan 
ratus rupiah); 
- Tuntutan ganti rugi Tanggal 14 Oktober, yang kemudian 
disetorkan tanggal 15 Pebruari 2010 sebesar 
RP.91.406.400,-. (sembilan puluh satu juta empat ratus 
enam ribu empat ratus rupiah); 
3.2. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diajukan oleh PT. 
TASPEN kepada Pembanding menggambarkan bahwa 
seharusnya kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh 
Pembanding merupakan perbuatan yang mengarah pada 
pelanggaran hukum administrasi dan atau hukum privat. Oleh 
karena itu proses hukumnya juga harus melalui proses hukum 
administrasi dan atau hukum privat. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa setiap pejabat 
Negara atau pengawal negeri bukan bendahara yang 
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik 
langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan 
Negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut”, sehingga 
dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka seharusnya 
perbuatan Pembanding masuk dalam ranah/domein hukum 
adminstrasi dan atau privat; 
3.3. Bahwa selain itu, fakta dipersidangan juga telah membuktikan 
bahwa Pembanding sebagai Juru Bayar Kantor Pos 
Bulukumba Periode tahun 1999 s/d Oktober 2003 dan Januari 
2004 s/d Oktober 2007, hanyalah merupakan perpanjangan 
tangan dari PT. POS, dan segala sesautu yang terjadi 
termasuk pertanggungan jawab kerugian telah diatur dan 
tunduk pada Surat Edaran Bersama PT. Taspen Dengan PT. 
POS Indonesia NomorL SEB-22/DIR/2007 dan Nomor: SEB-
101/DIRBISKUG/2007 Tanggal 14 Desember 2007 Perihal 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara 
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PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pso Indonesia Tentang 
Pelayanan Program Taspen, diaman pada point IX ditegaskan 
mengenai tanggung jawab atas kerugian, yakni: “Setelah 
adanya kesepakatan PT. Taspen (Persero) dengan PT. Pos 
Indonesia tentang besarnya kerugian maka PT. Pos Indonesia 
harus terlebih dahulu mengganti kerugian yang diderita oleh 
PT. Taspen (Persero) dengan membayar melalui rekening KC. 
Taspen yang berkenan selambat-lambatya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut; 
3.4. Bahwa selanjutnya Pasal 26 Perjanjian Pelaksanaan Kerja 
Sama Antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. POS 
Indonesia (Persero) Tentang Pelayanan, menegaskan bahwa 
“kerugian yang timbul pada Pihak Pertama (PT.Taspen) 
karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua (PT.POS) 
menjadi beban Pihak Kedua”. 
3.5. Bahwa seharusnya uraian diatas menjadi pertimbangan pokok 
bagi Judex Fact, sebab apabila ditarik garis relevansi dari 
uraian di atas dengan perbuatan yang dilakukan Pembanding, 
maka telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan 
Pembanding pada dasarnya bukanlah tindak pidana korupsi, 
melainkan masuk dalam ranah/domein hukum administrasi 
dan atau privat karena perbuatan yang dilakukan maupun 
konsekuensinya telah diatur dala Surat Edaran Bersama PT. 
Taspen Dengan PT. POS Indonesia Nomor: SEB-22/DIR/2007 
dan Nomor: SEB-101?DIRBISKUG/2007 Tanggal 14 
Desember 2007 serta 26 Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama 
Antara PT. Taspen (Persero) Dengan PT. POS Indonesia 
(Persero) Tentang Pelayanan; 
 
6. Amar Putusan PT Makassar 
Adapun amar putusan di tingkat PT Makassar dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan 
Terdakwa; 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 
Mei 2011 Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.BLK. yang dimohonkan 
banding tersebut; 
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan 
seluruhnya dengan pidanana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding 
sebesar Rp. 10.000,-. (sepuluh ribu rupiah); 
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7. Analisis Penulis 
Berdasarkan perkara Putusan No: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS 
yang memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Bulukumba tanggal 05 Mei 2011 No: 165/Pid.B/2010/PN.BLK. yang 
menyatakan  bahwa terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd. terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 
Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU 
No.31 Tahun 1999. 
Adapun unsur dalam pasal tersebut yaitu : 
a. Setiap orang, adalah terdakwa H.Abd.Razak,S.Pd. yang 
dengan jabatan dan kedudukannya sebagai juru bayar PT.POS 
Indonesia Bulukumba (Persero) telah tapat dikatakan bahwa 
pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang – Undang 
No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK jo. Undang – Undang No. 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 
Tahun 1999 haruslah berhubungan dengan pemangku jabatan 
atau kedudukan. 
Bahwa identitas terdakwa dalam dakwaan tersebut ternyata 
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa 
penuntut umum tanggal 19 Juli 2010.Reg.NO.PDS-
02/R.4.22/FT.1/07/2010, dan juga tidak terjadi error in persona 
dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 
ketika terdakwa diajukan pertanyaan padanya, dimana semua 
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pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa dengan jelas dan 
tepat, sehingga Majelis menilai terdakwa adalah Subjek hukum 
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut 
hukum; 
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, kata “dengan tujuan” mengandung 
makna walaupun perbuatan  memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi belum terlaksana, sudah dapat 
memenuhi unsur ini karena yang diisaratkan atau ditekankan 
dalam unsur delik yaitu ada tujuan yang dimaksud. Lebih jauh 
lagi, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan 
oleh terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah 
melakukan pembayaran gaji pensiun kepada orang – orang 
yang tidak berhak menerima lagi hak pensiun padahal 
Terdakwa telah mengetahui bahwa para penerima gaji pensiun 
tersebut sudah tidak berhak lagi. 
Meskipun gaji pensiun tetap dibayarkan oleh Terdakwa, akan 
tetapi tidak satupun dari ahli waris dari ahli yang berhak 
menerima gaji tersebut yang menerima pembayaran dari 
Terdakwa, sehingga dalam hal ini majelis berkesimpulan bahwa 
gaji – gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut diterima 
dan disimpan  sendiri oleh terdakwa sendiri. 
Setelah melihat rangkaian kejadian yang dilakukan oleh 
terdakwa, maka Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa 
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dengan jelas berkeinginan memperkaya diri sendiri dan saksi 
A.Syamsu Umar B serta Asmawati. Berdasarkan fakta yang 
terungkap di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan 
bahwa dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak 
untuk menerimanya; 
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa 
seseorang telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang 
dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan 
kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, terdakwa 
H.Abd.Razak,S.Pd. telah dengan sengaja menyalahgunakan 
kewenangan untuk tujuan lain selain dari tujuan dan maksud 
dari jabatan yang dimilikinya yaitu membayarkan gaji pensiun 
yang sudah tidak mempunyai ahli waris, membuat surat 
keterangan yang tidak benar, dan mencairkan uang duka wafat 
serta asuransi kematian,  yang telah terbukti di dalam fakta 
persidangan baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan 
keterangan terdakwa sendiri. 
Penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang ada pada diri 
pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan tujuan 
terdakwa Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 UU 
RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU 
No.31 Tahun 1999. Dengan kewenangan dan tugas yang 
dimiliki oleh terdakwa yaitu: 
- Melakukan pengecekan daftar pembayaran pensiun dengan 
rekap daftar pembayaran. 
- Melakukan pemisahan daftar pembayaran (Dapem) untuk 
setiap kantor bayar dan perjenis pensiun. 
- Melakukan permintaan dana untuk pembayaran pensiun 
kepada Manajer keuangan. 
- Melakukan penyampulan uang pensiun beserta Carik 
Dapem untuk setiap penerima  pensiun. 
- Melakukan pembayaran pensiun sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan kepada penerima pensiun sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
- Melaporkan jumlah pensiun yang dibayarkan setiap akhir 
dinas kepada manajer keuangan. 
- Membuat rekap pembayaran pensiun terhadap pensiun yang 
dibayar di Kantor Pos pemeriksa dan Kantor Cabang. 
- Membuat/mengkoordinir pelaporan pertanggungjawaban 
pembayaran pensiun (LPJ) 
- Menyetorkan sisa dana pensiun yang tidak dapat dibayarkan 
karena pensiunan meninggal dunia (Damu III). 
- Melakukan koordinasi dengan manager terkait jika terjadi 
masalah dalam pelaksanaan pembayaran pensiun. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa yang mencairkan/melakukan 
pembayaran terhadap 23 orang pensiun/janda/duda yang telah 
meninggal dunia tersebut bertentangan dengan  Pasal 25 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan 
bahwa pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-
janda berakhir pada akhir bulan: 
1. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia/ 
2. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat – syarat 
untuk menerimanya. 
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d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dalam hal 
ini pertimbangan hukum yang berdasarkan pada keterangan 
saksi yang menyebutkan bahwa akibat dari pembayaran gaji 
pensiun kepada orang yang tidak berhak terjadi  kelebihan 
pembayaran terhadap pensiun – pensiun yang tidak berhak 
sebanyak Rp.353.572.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima 
ratus tujuh puluh dua tiga ratus rupiah). 
Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka majelis hakim 
Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan yang sebelumnya telah 
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba yang menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd., berupa pidana penjara selama 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera 
ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan 
aturan dalam peundang-perundangan yang telah diatur dan pidana 
penjara selama 1 tahun mengingat dalam Pasal tersebut ancaman pidana 
paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. 
Mengenai Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selain pidana tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang 
jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 
diperoleh dari tindak pidana korupsi, bahwa terdakwa H.ABD.RAZAK 
mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.511.052.500,- (lima ratus 
lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 
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B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan 
wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 
33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS 
1. Pertimbangan Hakim 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting 
kirannya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu 
bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh 
karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak 
hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa 
keadilan. 
Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bulukumba, 
terdakwa H.ABD.RAZAK,S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 
Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999. 
Menimbang, bahwa Nota pembelaan yang diajukan oleh Kuasa 
Hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah 
menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut 
Umum kepada terdakwa dan oleh majelis hakim telah 
dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana 
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berdasarkan pembuktian di persidangan terhadap perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal 
yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagai mana 
dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu 3 jo 
Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka 
menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang 
disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum 
terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk 
dikabulkan dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi 
Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota 
Pembelaan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
di atas, dan dengan ditolak serta dikesampingkannya Nota 
Pembelaan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, 
maka secara hukum cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim 
untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi 
semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan 
Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua tersebut 
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut 
Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti 
yang didakwakan Penuntut Umum, hal tersebut telah didukung oleh 
dua alat bukti sah seperti diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan 
alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang 
berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis 
Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa 
pelakunya; 
Menimbang, bahwa selain itu oleh karena selama dalam proses 
pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya 
alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan 
dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 193 ayat (1) hurup „h‟ KUHAP, terhadapa terdakwa 
tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 
Penuntut Umum dan dengan demikian cukup pula alasan untuk 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, termasuk 
pengembalian kerugian Negara yang telah dikembalikan oleh 
terdakwa tidaklah dapat menghapus kesalahan atau sidat pidana 
yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut sesuai pasal 4 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
UU No. 31 Tahun 1999; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu 
dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan keadaan yang 
meringankan atas diri terdakwa seperti dimaksud dalam Pasal 197 
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Ayat (1) hurup „f‟ KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI 
Nomor ; 23 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai 
berikut: 
Hal hal Yang Memberatkan 
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan semangat 
reformasi dan program pemerintah dalam memberantas 
korupsi, kolusi dan nepotisme 
Hal hal Yang Meringankan 
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara kepada 
PT.Taspen (persero) 
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga hukuman yang 
dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi 
terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-
masa yang akan datang; 
- Terdakwa telah lama mengabdi pada Negara sebagai Pegawai 
Negeri, dan sekarang telah menjadi Anggota DPRD 
Kab.Bulukumba 
- Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan anak0anak 
yang masih membutuhkan kehadiran terdakwa; 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan 
mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta 
mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa 
bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan 
atas rasa benci, melinkan sebagai tindakan hukum yang bersifat 
mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan 
keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-
masa yang akan datang setelah kembali ketengah-tengah 
masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tersevut 
menurut Majelis Hakim sudah cukup dipandang tepat dan adil serta 
setimpal dengan kesalahan terdakwa; 
Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan 
Penuntut Umum dipersidangan berupa: 
1. Berkas pensiunan atas nama SITTI SAERAH KENNU. 
2. Berkas pensiunan atas nama MUH. PUDAEL. 
3. Berkas pensiunan atas nama ABD. RASYID MANRU / SITTI 
AMINAH. 
4. Berkas pensiunan atas nama A. COMA, BA. 
5. Berkas pensiunan atas nama ABDUL RACHMAN. 
6. Berkas pensiunan atas nama BEDDU P. 
7. Berkas pensiunan atas nama MUH. DJAFAR. 
8. Berkas pensiunan atas nama SITTI HADELANG. 
9. Berkas pensiunan atas nama SITTI SUHRA / BAHARUDDIN 
MUDA. 
10. Berkas pensiunan atas nama SITTI 
11. Berkas pensiunan atas nama H. AMBO PAI / HJ. SALEMBA. 
12. Berkas pensiunan atas nama DAMING ARU / SITTI RAHIMAH. 
13. Berkas pensiunan atas nama PIARE. 
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14. Berkas pensiunan atas nama BADULLAH RANSE / RUKKE. 
15. Berkas pensiunan atas nama SITTI MARWIAH. 
16. Berkas pensiunan atas nama NY. BALINAK DG. LINA. 
17. Berkas pensiunan atas nama ABD. KARIM. 
18. Berkas pensiunan atas nama MULIANA. 
19. KP – 2 atas nama BAHARUDDIN MUDA, S.Ag. 
20. KP – 2 atas nama Ny. PAKKE. 
21. KP – 2 atas nama BEDDU. 
22. KP – 2 atas nama Ny. HARANI. 
23. KP – 2 atas nama Ny. TIJA. 
24. KP – 2 atas nama Ny. SAINAB. 
25. KP – 2 atas nama MUH. DJAFAR. 
26. KP – 2 atas nama ST. SYAHIDAH, AK. 
27. KP – 2 atas nama PIARE. 
28. KP – 2 atas nama JUHRA. 
29. KP – 2 atas nama JUAERIAH ARKAM. 
30. Daftar Mutasi I (Belum mengambil pensiun / masih akan 
dibayarkan) bulan Nopember 2007 sampai dengan April 2008. 
31. Daftar Mutasi III (yang tidak berhak / ganda) bulan Nopember 
2007 sampai dengan April 2008. 
32. KP – 2 atas nama BANRI PR. 
33. KP – 2 atas nama Ny. BANRI. 
34. KP – 2 atas nama Ny. SITTI. 
35. Surat Pernyataan bahwa telah mengembalikan / disetorkan 
kembali kelebihan dana pensiun ke PT.POSINDO Cab. 
Bulukumba yang ditandatangani oleh H. Abd. Razak, S.Pd 
Menimbang, bahwa oleh akrena terhadap masing-masing 
barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi, baik oleh 
Penuntut Umum maupun dalam proses pemeriksaan perkara ini, 
dan juga barang bukti tersebut merupakan bagian kelengkapan dari 
berkas yang dijadikan bukti dalam perkara ini, maka terhadap 
masing-masing barang bukti tersebut akan diperintahkan agar tetap 
terlampir dalam berkas perkara ini, yang untuk selengkapnya 
sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini. 
Menimbang, bahwa karena atas diri terdakwa telah dinyatakan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana 
dan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa masih mepunyai 
kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, serta selama 
proses persidangan berlangsung, Majelis hakim tidak pernah 
menerima pengajuan permohonan dari terdakwa untuk dibebaskan 
dari membayar biaya perkara dengan alasan tidak mampu, makan 
berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) hurup „i‟ jo Pasal 222 
ayat (1) KUHAP kepada terdakwa tersebut, akan dibebankan pula 
untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana 
dimuat dalam amar putusan ini 
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Pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar 
tetap menjadikan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih untuk 
dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini di 
tingkat banding. Sedangkan Hakim pada pengadilan tingkat pertama 
sendiri telah menggunakan  pertimbangan yuridis dalam memutus perkara 
ini, yakni dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang 
bukti. Selain itu Hakim pada pada pengadilan tingkat pertama juga telah 
menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa  atau penasihat 
hukum, yang menurut majelis hakim sudah menyangkut ke dalam pokok 
persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dan oleh 
majelis hakim telah dipertimbangkan dalam unsur – unsur tindak pidana 
yang didakwakan.  
Sebagaimana dakwaan alternatif, perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 
18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang PTPK jo. UU No.20 
Tahun 2001 tentang PTPK, secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Atau kedua, 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
Keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau ketiga, telah dengan 
sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 
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jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan 
perbuatan tersebut. Dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut diperintahkan untuk memilih dakwaan yang 
tepat untuk terdakwa setelah melihat fakta di persidangan. 
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 
5 Mei 2011 Nomor : 165/PID.B/2010/PN.BLK, Jaksa Penuntut Umum dan 
Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 11 
Mei 2011, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada 
Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing 
pada tangga 22 September 2011, sebagaimana Akta Pemberitahuan 
Permintaan Banding masing-masing dibuat oleh HAERUDDIN MADJID, 
SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba; 
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding 
tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya 
akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori 
bandingnya tertanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 September 2011 dan 
memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada 
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 sesuai Berita 
Acara Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh HAERUDDIN 
MADJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba; 
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke 
Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai 
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surat Panitera Pengadila Negeri Bulukumba tertanggal -4 Oktober 
2011 Nomor: W22.U11/721/HN.01/X/2011 perihal : Mempelajari 
berkas perkara; 
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat 
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan 
dalan tenggang waktu dan menurut cara persyaratan yang 
ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut 
secara formil dapat diterima; 
 
2. Analisis Penulis 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini 
telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta – 
fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – 
Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan 
misalnya  dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang 
– barang bukti, dan pasal – pasal dalam hukum pidana. 
Tindak pidana Korupsi menurut Penulis merupakan Kejahatan 
Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya 
hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa 
juga. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa 
Negara dalam hal ini PT.Taspen (Persero) telah mengalami kerugian 
sebesar Rp.408.181.900,- (empat ratus delapan juta seratus delapan 
puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dan terdakwa telah 
mengembalikan kerugian Negara kepada PT Taspen, sebagai kelebihan 
pembayaran gaji Pensiunan yang tidak berhak sesuai tagihan sebanyak 
Rp.521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah), dan keterangan 
saksi Bambang Botto Laras, bahwa akibat pembayaran gaji pensiun 
kepada orang yang tidak berhak, yang dilakukan oleh terdakwa maka 
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terjadi kelebihan pembayaran terhadap pensiun-pensiun yang tidak 
berhak sebanyak Rp.353.572.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima 
ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), tidak adil dengan hukuman 
yang diterima oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa secara sadar telah 
menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya berulang kali setidaknya 
sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, namun secara penerapan 







Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan diantaranya sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum oleh pengadilan tingkat banding di 
Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada perkara 
Putusan Nomor: 33/PID.PUS.KOR/2011/PT.MKS telah sesuai 
dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternatitif 
yanf telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang mana 
pututsan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Bulukumba tanggal 5 Mei 2011 Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.BLK 
2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim tingkat banding di 
Pengadilan Tinggi Makassar menjadikan acuan pertimbangan 
yuridis berupa fakta-fakta yuridis dipersidangan yang telah 
diputuskan dalam Pengadilan Negeri Bulukumba sebelumnya, 
sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, 
hakim juga tidak lupa memperhatikan pertimbangan nonyuridis 
berupa pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu 
keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, 
namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak 
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pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan 




Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya 
diberikan Hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat 
bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against 
humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan 
extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga 
menimbulkan efek jera. 
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, 
Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga 
memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya 
Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu 
penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang 
diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
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Perundang – Undangan 
Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas 
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